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IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP DALAM MEMBUAT 

PERATURAN DAERAH 

 
ABSTRAK 

Bahas Al Irhas 

NIM. 1817303053 

Program Studi Hukum Tata Negara, 

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan DPR RI mempunyai fungsi 

legislasi. Fungsi legislasi DPRD yakni terhadap pembuatan peraturan daerah yang 

bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah ataupun menjalankan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena tiap daerah memiliki kekhasannya 

masing-masing menjadikan pembentukan peraturan daerah juga perlu 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan atau 

field research yakni penelitian yang mengumpulkan data secara langsung di tempat 

atau lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam 

terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu. 

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 

yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang 

diperoleh selama di lapangan.  Sehingga memperoleh hasil dari penelitian yang 

dilakukan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa implementasi dalam 

proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupeten Cilacap telah mengacu 

pada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan berupa perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, penetapan atau pengesahan dan pengundangan sesuai dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Kedua berkaitan dengan efektivitas 

hukum dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap telah 

sesuai dengan tahapannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Namun mengalami kendala pada 

tahap pemberian nomor registrasi yang perlu persetujuan. Hal ini juga berkaitan 

dengan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan 

kebudayaan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membengaruhi efektivitas hukum 

tersebut. Keseluruhan praktik ini, jika dilakukan secara konsisten makan akan 

mewujudkan efisiensi dalam pembuatan peraturan daerah. 

Kata Kunci: Implementasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan 

Daerah, Efektivitas 
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MOTTO 

“Setiap orang memiliki cara dan nasib masing-masing dalam setiap hidupnya, 

tidak bisa menyamakan nasib kita dengan orang lain, terus percaya dan bergerak”
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata megikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba ب
B 

Be 

 Ta ت
T 

Te 

 Ṡa ث
ṡ 

Es (dengan titik di atas) 

 Jim ج
J 

Je 

 Ḥa ح
ḥ 

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha خ
Kh 

Ka dan Ha 

 Dal د
D 

De 

 Zal ذ
Żal 

Za (dengan titik di atas) 

 Ra ر
R 

Er 

 Zai ز
Z 

Zet 

 Sin س
S 

Es 
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 Syin ش
Sy 

Es dan Ye 

 Ṣad ص
ṣ 

Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ض 
ḍ 

De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah _’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Dammah U U ا  

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

.ا/...   ى    ... Fathah dan alif 

atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di ...  ي 

atas 

 Dammah dan ..   . و

wau 

ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 amrī :  ا مْر ي 

ى م  ر     : ramā 

ل  يْ ق     : qīla 

ت  وْ ي      : yamūtu 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
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yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbutah itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :  روْض ة  اْلأ طْف ا ل 

ي ْل ة   al-madi>nah al-fad}i>lah : الْم د يْ ن ة  الْف ض 

 al-h}ikmah :  الْْ كْم ة  

 mas{lah{ah :  م صْل ح ة 

 mursalah :  م رْس ل ة

5. Syaddah (tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan 

sebuah tandan tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا   ر     : rabbana> 

ن ا ن   ي ْ جَّ  : najjaina> 

لْْ ج    ا    : al-h}ajj 

 aduwwun‘ :  ع د و  

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

ali‘ :   ع ل ي   > (bukan ‘aliyy atau ‘aly) 

arabi‘ :   ع ر ب    > (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). Contohnya: 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّلْز ل ة  

 al-falsafah :  الف لْس ف ة  

د  ب ل  ال    : al-bila>du 

 al-ahka<m : الا حْك ام 

 }al-qard : الق رْض  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

مْ ر وْن    ta’muru>na :   تَ 

 ’al-nau :   الن َّوْء  

 syai’un :   ش يْء  

 <azri :   زْر يْ أ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau 
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

fi> z}ila>l al-Qur’a>n, Al-sunnah qabl al-tadwi>n. 

9. Lafz al-jala>lah (الله) 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

 di>nulla>h :  د يْن  الل   

 billa>hi :  بِ  الل  

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

ْ ر حْْ ة  الل  hum fi> rah}matilla>h : ه مْ فِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika 
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terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 

Contoh: 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li 
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BAB Il 

PENDAHULUANl 

A. Latarl Belakang Masalahl 

Indonesial adalah negaral kepulauan, daril Sabang hinggal Merauke yangl 

terdiri daril banyak pulaul yang kemudianl disatukan olehl Bhineka Tunggall Ika. 

Negaral kepulauan membuatl Indonesia menjadil negara yangl sangat plurall atau 

penuhl dengan lkeanekaragaman, mulai daril ras, lkebudayaan, dan lkepercayaan. 

Seperti yangl dijelaskan sebelumnyal bahwa Indonesial terdiri daril banyak gugusl 

pulau sehinggal sebagian besarl wilayah dil Indonesia merupakanl suatu lperairan. 

Keadaan yangl seperti inil mendorong Indonesial menjadi negaral yang lmembagi 

otonomi nyal menjadi beberapal daerah ataul dikenal sebagail daerah lprovinsi. 

Pembagian menjadil beberapa provinsil sebenarnya bertujuanl untuk 

mempermudahl pemerintah dalaml mengatur setiapl kebutuhan di ldaerah.1 

Penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, 

kewajiban, dan tanggung jawabnya memiliki hak untuk menetapkan kebijakan 

daerah, yang salah satunya dirumuskan melalui peraturan daerah. Secara 

konstitusional, pembentukan peraturan daerah diakui sebagai salah satu 

hak pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan-urusannya 

sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangl Dasar 

Republikl Indonesia Tahunl 1945 (UUDl NRI 1945l), yang menyatakanl 

bahwa "Pemerintahanl daerah berhakl menetapkan peraturanl daerah danl 

 
1 Avital Karunia Dewil dan Rismal Wira lBharata, “Tugas danl Wewenang DPRDl dalam 

Pelaksanaanl Fungsi Anggaranl Terhadap Anggaranl Pendapatan danl Belanja Daerahl (APBD) 

Provinsil Jawa lTengah”, Jurnal Edukasi lEkonomi, Pendidikanl dan lAkuntansi, Vol. l9, No. 1, 

Junil 2021, hlm. l6. 



2 

 

  

 

peraturan-peraturanl lain untukl melaksanakan otonomil dan tugasl pembantuan.” 

Pernyataanl di atasl sejalan denganl penjelasan umuml yang terdapatl dalam 

Undang-undangl Nomor 23l Tahun 2014l tentang Pemerintanl Daerah. Undang-

undangl tersebut menegaskanl bagwa penyelenggaraanl pemerintah daerahl 

bertugas untukl melaksanakan lwewenang, kewajiban, danl tanggung ljawabnya. 

Dalam hall ini, pemerintahl daerah memilikil hak untukl menetapkan kebijakanl 

daerah yangl dirumuskan dalaml berbagai lbentuk, seperti peraturanl daerah, 

peratuanl kepala ldaerah, dan ketentuanl daerah llainnya, berdasarkan padal kuasa 

daril peratuan lperundang-undangan yangl lebih ltinggi.2 

Eksistensil Peraturan Daerahl dalam penyelenggaraanl pemerintahan dil 

daerah meupakanl bagian yangl tak terpisahkanl dari ldesentralisasi, yang seringl 

disebut sebagail otonomi ldaerah. Dalam konteksl ini, terdapatl dua esensil 

kewenangan, yaitul kewenangan untukl mengatur danl mengurus. Kewenanganl 

“mengatur” disinil berarti bahwal setiap daerahl memiliki hakl untuk mengusunl 

keputusan hukuml dalam bentukl peratuan lperundang-undangan yangl dikenal 

dengan sebutanl peraturan ldaerah. 

Peraturanl daerah mempunyail kedudukan yangl strategis, karenal 

diberikan landasanl konstitusional yangl jelas sebagaimanal diatur dalaml Pasal 18l 

ayat (6) UUDl NRI Tahunl 1945. Peraturanl daerah memilikil fungsi yangl sebagai 

lberikut: 

 
2 Rakhmat Nopliardy, “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi 

Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota”, 

Al-‘adl, Vol. IX, No. 1, Januari-April 2017, hlm. 89. 
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1. Sebagail instrumen kebijakanl untuk melaksanakanl otonomi daerahl dan tugasl 

pembantuan sebagaimanal amanat UUDl NRI Tahunl 1945 danl undang-

undangl tentang Pemerintahanl Daerah, kemudianl 

2. Sebagail penampung kekhususanl dan keragamanl daerah, sertal penyalur 

aspirasil masyarakat dil daerah. lNamun, pengaturannya tetapl dalam kerangkal 

Negara Kesatuanl Republik Indonesial yang berlandaskanl Pancasila dan lUUD 

NRIl Tahun l1945. 

3. Sebagail peraturan pelaksanaanl dari peraturanl perundang-undanganl yang 

lebih ltinggi.3 

Makal dari itul pembentukan peraturanl daerah harusl sesuai denganl 

prosedur yangl telah lditentukan. Proses pembentukanl peraturan daerahl secara 

teperincil diatur dalaml ketentuan lUndang-Undang Nomorl 15 Tahunl 2019 yangl 

merupakan perubahanl Kedua atasl Undang-Undangl Nomor 12l Tahun 2011l 

tentang Pembentukanl Peraturan lPerundang-undangan, Undang-Undangl Nomor 

23l Tahun l2014, Peraturan Menteril Dalam Negeril Nomor 120l Tahun 2018l 

tentang Perubahanl atas Peraturanl Menteri Dalaml Negeri Nomorl 80 Tahunl 2015 

tentangl Pembentukan Produkl Hukum lDaerah.4 

Pembentukan peraturan daerah yang berada di tingkat daerah dilakukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah 

Daerah. Dalam sistem demokrasi Indonesia, DPRD berfungsi sebagai badan 

legislatif yang mewakili suara masyarakat setempat. Dengan demikian, DPRD 

 
3 Amira Kenap, dkk, “Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi 

Peraturan Daerah”, Lex Administratum, Vol. IX, No. 3, April 2021, hlm. 79. 
4 Amira Kenap, “Proses Penyusunan”, hlm. 84. 
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memiliki tanggung jawan untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat local, serta memaksimalkan potensi daerah tersebut.5 

Produk hukum daerah mencakup berbagai bentuk peraturan, antara lain 

peraturanl daerah (PERDAl) atau sebutanl lainnya, Peraturanl Kepala Daerahl 

(PERKADA), Pertaturanl Badan Kesatuanl Daerah (PB KDHl), Peraturan lDPRD, 

serta lkeputan-keputuan yangl meliputi keputusanl kepala ldaerah, keputusan 

lDPRD, keputusan pimpinanl DPRD, danl keputusan badanl kehormatan lDPRD. 

Proses pembuatanl peraturan daerahl melalui berbagail tahap, mulail dari 

lperencanaan, penyusunan, lpembahasan, penetapan, lpengundangan, hingga 

lpenyebarluasan. 6 

Aktivitas pembentukanl Peraturan Daerahl Perda sesuail dengan peraturanl 

perundang-undanganl yang llainnya, harus dimaknail sebagai suatul proses yangl 

komprehensif. Dalaml Pasal 1 Ayatl (1) Undang-Undangl No. 12l Tahun 2011l 

tentang Pembentukanl Peraturan lPerundang-undangan, dinyatakanl bahwa: 

“Pembentukanl Peraturan lPerundang-undangan adalahl pembuatan Peraturanl 

Perundang-undanganl yang mencakupl tahapan lperencanaan, penyusunan, 

lpembahasan, pengesahan ataul penetapan, danl pengundangan”. Pernyataanl ini 

menegaskanl bahwa pembentukanl Perda bukanl hanya mencakupl proses 

pembahasanl dan pengesahanl seperti yangl sering dipahamil secara lumum, tetapi 

meliputil keseluruhan rangkaianl proses ltersebut. 

 
5 Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata, “Tugas dan Wewenang”, hlm. 7. 
6 Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 
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Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas 

dil tingkat llokal, maka fungsil legislasi menjadil salah satu ldari tigal fungsi yangl 

vital danl strategis lDPRD. Terkait denganl pembentukan peraturanl daerah makal 

anggota DPRDl diberikan hakl inisiatif untukl mengusulkan rancanganl peraturan 

daerahl (Rancangan Perdal). Dengan hakl inisiatif inil memungkinkan DPRDl 

berperan sebagail lembaga yangl aspiratif dalaml memperjuangkan kepentinganl 

masyarakat konstituennyal secara kreatifl dan lproaktif, melalui lkebijakan-

kebijakan legislasil di tingkatl daerah. Hall ini berbedal dengan posisil yang lpasif, 

di manal usulan peraturanl daerah hanyal akan didominasikanl oleh eksekutif 

ldaerah.7 

DPRD cilacap berkomitmen untuk membentuk peraturanl daerah yangl 

sejalan denganl Peraturan lperundang-undanganl yang lberlaku, melalui berbadi 

tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Namun, Proses 

pembentukan peraturan daerah tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala 

atau hambatan yang di hadapi adalah terkait Nomor Regristasi. Nomor registrasi 

ini penting sebagai alat evaluasi untuk menilai kesesuaian rancanagan peraturanl 

daerah denganl peraturan lperundang-undangan yangl lebih tinggil serta kebutuhan 

masyarakat. Sayangnya, malah yang muncul dari hambatan nomor registrasi ini 

seringkali menghambat penetapan danl pengundangan rancanganl peraturan 

ldaerah, sehingga menciptakanl ketidakl pastina lhukum. 

 
7 Arifudin N, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 

Pembentukan Peraturan Daerah”, Al Ishlah, Vol. 23, No. 1, hlm. 54. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat 

daerah Cilacap dalam pembuatan produk hukum? 

2. Bagaimana efektivitas tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah 

dalam pembuatan produk hukum? 

C. Definisi Operasional 

1. Implementasi 

Implementasi adalah penyediaan sarana yang di perlukan untuk 

melaksanakan kegiatan yang menghasilkan dampak atau akibat terntu. 

Kegitan ini bertujuan untuk menciptakan efek atau hasil dari tindakaan yang 

diambil.8 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah, yangl selanjutnya dil singkat 

DPRDl merupakan lembagal perwakilan rakyatl di tingkatl provinsi maupunl 

lkapubaten/kota, yangl berfungsi sebagail salah satul unsur penyelenggaral 

pemerintah ldaerah.9 

 
8 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf, 

diakses 2013. 
9 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 
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3. Produkl Hukum Daerahl 

Produkl hukum daerahl adalah produkl hukum berbentukl peraturan 

meliputil perda ataul nama llainnya, perkada, PBl KDH, peraturanl DPRD danl 

berbentuk keputusanl meliputi keputusanl kepala ldaerah, keputusan lDPRD, 

keputusan pimpinanl DPRD danl keputusan badanl kehormatan lDPRD.10 

D. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang dewan perwakilan 

rakyat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. 

2. Untuk mengetahui efektivitas tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat 

daerah terhadap pembentukan produk hukum daerah. 

Adapun manfaat dibagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktis, 

yang sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama terhadap peraturan 

daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota 

2. Manfaat secara praktis adalah untuk menambah khazanah keilmuan dalam 

pembahasan mengenai pembentukanl peraturan lperundang-undangan 

khusnyal dalam pembentukanl peraturan ldaerah. 

 
10 Pasall 1 angkal 17 Peraturanl Menteri Dalaml Negeri Nomorl 120 Tahunl 2018 tentangl 

Perubahan atasl Peraturan Menteril Dalam Negeril Nomor 80l Tahun 2015l tentang Pembentukanl 

Produkl Hukum lDaerah. 



8 

 

  

 

 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian akademik mengenai tugasl dan wewenangl Dewan Perwakilanl 

Rakyat (DPRl) dari berbagai sisi telah banyak yang menuliskan. Namun, fokus 

kajian terhadap tugasl dan wewenangl DPR dalaml pembentukan lundang-undang. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kolerasi dan menunjang 

dalam penelitian penulis: 

1. Skripsi Wisnu Jaya Surya Putra11 

Penelitian yang dilakukan olehl Wisnu Jayal Surya Putral dari 

Universitasl Negeri Semarangl dengan judul, Kewenangan Dewanl 

Perwakilan Rakyatl Republik Indonesial dalam Rekrutmenl Hakiml Agung 

Sebeluml dan Sesudahl Ada Keputusanl Mahkamah Konstitusil Nomor 27l 

/PUU-XI/2013. Fokusl dari penelitianl tersebut adalahl pada kewenanganl 

DPR dalaml rekrutmen hakiml agung ketikal adanya keputusanl MK yangl 

berkaitan denganl wewenang DPRl dalam rekrutmenl hakim lagung. 

2. Skripsi Beby Falen12 

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Beby Falen dari Universitas 

Negeri Islam Raden Intan Lampung yang berjudul, Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan l 

Mahkamah Konstitusil Nomor l16/PUU-XVI/2018l Perespektifl Fiqih 

 
11 https://lib.unnes.ac.id/23344/1/8111410124.pdf. 
12 https://repository.radenintan.ac.id/7795/1/SKRIPSI%20BEBY%20FALEN.pdf. 
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Dusturiyah. Penelitian tersebut memiliki fokus pada kewenangan dari DPR 

dalam Pemanggilan paksa yang berlaku setelah adanya putusan MK. 

 

 

3. Skripsi Faridah Hanum13 

Penelitian yang dilakukan Saudari Faridah Hanum dari Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara yang lberjudul, Kewenanganl Dewan 

Perwakilanl Daerah Dalaml Mengajukan RUUl pembentukan danl pemekaran 

sertal Penggabungan Derahl Menurut lUndang-Undang lNo. 2 Tahunl 2018 

tentangl MPR, lDPR, DPD danl DPRD Dalaml Konteksl Fiqh lSiyasah. 

Penelitian yang dilakukan Saudari Faridah lebih terfousa pada kajian 

tentang kewenangan DPD sebagai salah salah satu lembaga perwakilan dan 

mengajukan RUU guna keberlangsungan daerah prespektif fikih siyasah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan sebagai upaya mempermudah dalam 

memahami skripsi yang akan disusun ataupun dibaca. 

Bab I menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi 

operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika 

pembahasan. 

Bab II merupakan bagian kerangka teori yang digunakan pada penulisan 

skripsi ini yakni negara hukum, dewanl perwakilan lrakyat, pembentukan 

peraturanl perundang-lundangan. 

 
13 http://repository.uinsu.ac.id/6685/1/SKRIPSI.pdf. 
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Bab III merupakan bagian yang menerangkan metode penelitian yang 

dipilih oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas baik dari 

jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, sumber hukum yang digunakan, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab IV merupakan bagian yang menerangkan analisis penulis dalam 

penulisan skripsi ini, yakni implementasi tugas dan kewenangan DPR dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas tugas dan 

kewenangan DPR. 

Bab V merupakan bagian yang menerangkan kesimpulan dari analisis 

penulis dan saran penulis dalam skripsi ini. 

  



 

11 

BAB II 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 

TEORI EFEKTIVITAS 

A. Negara Hukum 

1. Pengertian Negara Hukum 

Negaral hukum merupakanl sebuah negaral yang berlandaskanl pada 

systeml hukum yangl menjamin keadilanl bagi setiapl warganya. Gagasanl 

mengenai negara hukum muncul sebagai respon terhadap konsep negara 

polisi (poliz staat) yang dominan pada masa itu. Negara polis adalah suatu 

bentuk pemerintahan yang mengedepankan perinsip “semuanya untuk 

rakyat, tetepi bukan oleh rakyat” dalam pengertian ini, segala keputusan 

diambil oleh penguasa untuk kepentingan rakyat, meskipun tidak melibatkan 

partisipasi langsung dari rakyat itu sendiri.14 

Ide negara hukum merupakan gagasan tentang bentuk negara yang 

ideal, yang senantiasa diinginkan oleh manusia untuk direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Meskipun sering kali gagal mewujudkannya, konsep ini 

tetap berupaya untuk ditanamkan dalam masyarakat. Lahir dari peradaban 

manusia, ide negara hukum adalah hasil budaya yang muncul melalui proses 

dialektika. Ide ini muncul sebagai antithesis terhadap kesewenang-wenangan 

penguasa atau raja, hal ini mencerminkan semangat revolusioner yang 

menentang otoritas yang sewenang-senang.15 

 
14 lMuntoha, Negara Hukuml Indonesia: Pascal Perubahan UUDl 1945 (lBantul: 

Kaukaba lDipantara, 2013). hlm. l1. 
15 Hotmal P Sibuea, “Asasl Negara lHukum,” Peraturan lKebijakan, Asas-Asasl Umum 

Pemerintahanl Yang lBaik, Erlangga, lJakarta, 2010. hlm. l8. 
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Peristilahan mengenai negara hukum telah menjadi sangat popular 

dalam literatur di Indonesia. Konsep ini tidak hanya di kenal di kalangan ahli 

hukum saja, tetapi juga telah meresap dalam pemahaman masyarakat umum. 

Istilah “negara hukum” dalam terminology berbagai nedara di Eropa dan 

Amerika menggunakan sebutan beragam. Di Jerman dan Belanda, misalnya, 

istilah yang digunakan adalah “rechtsstaat”, yang juga pernah dikenal di 

Indonesia. Sedangkan di Prancis, istilah yang di gunakan adalah “état de 

droit”. Di Spanyol, istilah yang dipakai adalah “estado de derecho”, dan di 

Italia dikenal sebagai “stato di diritto”. Dalam terminologi bahasa Inggris, 

ungkapan yang sering digunakan adalah "the state according to 

law" atau "according to the rule of law".16 

Konsep rechtsstaat pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh 

Freiderich Julis Stahl. Konsep ini menekankan beberapa elemen penting dari 

negara hukum (rechtsstaat), yaitu: 

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk memastikan hak-hak 

tersebut 

c. Pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan 

d. Penyelesaian sengketan melalui peradilan administrasi 

Pada waktu yangl hampir bersamaanl muncul pulal konsep negaral 

hukum (rulel of lawl) yang diusungl oleh lA.V. Dicey, yangl berkembang 

 
16 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” 

Sosiohumaniora 18, no. 2 (2016): 122–28. hlm. 132-133. 
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dalaml konteks sisteml hukum anglol saxon. Diceyl menjelaskan lunsur-unsur 

dari lrule of llaw sebagai lberikut: 

a. Supremasil hukum (supremacyl of thel law), yaitul tidak adanyal 

kekuasaan lsewenang-wenang (absencel of arbitraryl power), artinyal 

bahwa seseorangl hanya dapatl dihukum jikal melanggar lhukum. 

b. Ksetaraan didepan hukum, yang berlaku untuk semua individu tanpa 

terkecuali, termasuk pejabat. 

c. Pengakuan dan perlindungan hak oleh undang-undang (atau konstituri 

di negara lain) serta keputusan-keputusan pengadilan.17 

2. Pemisahanl dan Pembagianl Kekuasaanl 

Pemisahanl kekuasaan ataul yang seringl dikenal separationl of powerl 

dan pembagianl kekuasaan ataul yang disebutl distribution ofl power/divisionl 

of powerl ini merupakanl pilihan sisteml untuk mengorganisasikanl prinsip 

kedaulatanl rakyat secaral kelembagaan. Kedual istilah inil kemudian 

dibedakanl oleh Sirl Ivor Jenningsl dalam bukunyal The Lawl and Thel 

Constituions menjadil pemisahan kekuasaanl dalam pengertianl materiil danl 

formil. Pemisahanl kekuasaan dalaml pengertian materiill merujuk padal 

pemisahan kekuasaanl yang jelasl dan ltegas, yang terlihatl dalam ltugas-tugas 

(fungsi) lkenegaraan. Pemisahan inil dibedakan menjadil tiga cabangl 

kekuasaan: llegislatif, eksekutif, danl yudikatif. Sementaral itu, pemisahanl 

kekuasaan dalaml arti formill ditandai olehl ketidak jelasan dalaml pemuisahan 

 
17 Lukman Santoso AZ, Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum 

Indonesia Pasca Reformasi (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016). hlm. 12-13. 
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tersebut, dimanal pembagian kekuasaanl itu tidakl dipertahankan secaral tegas. 

Olehl karena litu, Solly Lubisl menyebut pemisahanl kekuasaan dalaml arti 

materill sebagai “pemisahanl kekuasaan” sedangkanl pemisahan kekuasaanl 

dalam artil formil disebutnyal sebagai “pembagian lkekuasaan”.18 

Konsepl trias political merupakan suatul prinsip normativel yang 

menegaskanl bahwa kekuasaanl sebaiknya tidakl diserahkan kepadal individu 

yangl sama, denganl tujuan untukl mencegah terjadinyal penyalahgunaan 

kekuasaanl oleh pihakl yang memegangl kekuasaan. Denganl kata llain, konsep 

triasl politica yangl diperkenalkan olehl Montesquiue menawarkanl suatu 

paradigmal mengenai kehidupanl bernegara melaluil pemisahan lkekuasaan, 

yang diharapkanl dapat berfungsil secara independentl dalam kedudukanl yang 

lsetara. Hal inil memungkinkan terjadinyal mekanisme salingl megendalikan 

danl mengimbangi (checksl and balancesl) antar lembagal negara. Selainl itu, 

diharapkanl pula bahwal pemisahan kekuasaanl ini dapatl membatasi 

wewenangl agar tidakl terjadi pemusatanl kekuasaan padal satu lentitas, yang 

berpotensil menimbukan lkesewenang-wenangan dalam lpemerintahan.19 

Terdapatl dua istilahl yang berhubunganl dengan teoril pemisahan 

kekuasaanl yang dituarakanl oleh Jhonl H Garveyl dan T. Alexanderl 

Aleinikooff. Kedual istilah tersebutl terjabarkan dalaml teori pemisahanl 

kekuasaan yangl mengenal dual bentuk pembagianl kekuasaan yaitul 

pembagianl kekuasaan secaral vertikal danl horizontal. Desestralisasil 

 
18 Muntoha, Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. hlm. 20. 
19 Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby S 

Mewengkang, “PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI 

INDONESIA,” LEX ADMINISTRATUM 11, no. 5 (2023). 
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berkaitan denganl pembagian kekuasaanl secara vertikall antara pemerintahl 

pusat danl pemerintah daerahl atau negaral bagian. Sementaral itu, fungsil 

negara berhubunganl dengan pembagianl kekuasaan secaral horizontal antaral 

kekuasaan llegislatif, eksekutif dan lyudikatif. 

Teoril ini mencakupl kedua pembagianl kekuasaan dalaml dua tatanan, 

yaitul pembagian kekuasaanl fungsi negaral serta pembagianl kekuasaan 

antaral pemerintah pusatl dan pemerintahl daerah ataul negara lbagian, 

sebagaimana diungkapkanl oleh Arthurl Maass. Menurutl Arthur lMaass, 

pembagian kekuasaanl dapat dibedakanl menjadi dual jenis; pembagianl 

horizontal, yangl disebut sebagail capital divisionl of powers, danl pembagian 

lvertical, yang dikenall sebagai areall divison of lpower. Dalam konteksl 

capital divisionl of powers fungsil legislatif, eksekutifl dan yudikatif lmasing-

masingl diberikan kepadal badan yangl berbeda. Sementaral itu, dalaml areal 

divisionl of powers, beberapal fungsi ltertentu, seperti moneterl dan hubunganl 

luar lnegeri, ditugaskan kepadal pemerintah lpusat, sedangkan lfungsi-fungsi 

lainnyal diserahkan kepadal negara bagianl atau pemerintah ldaerah.20 

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan 

rakyat yang beroprasi di tingkat daerah dan berfungsi sebagai salah satu unsur 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas utama DPRD meliputi 

pembuatan peraturan daerah serta penampungan aspirasi masyarakat yang 

 
20 Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 

Indonesia,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 171–78. hlm. 174-175. 
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diwakilinya. Hal ini telah dijelaksan dalam Pasall 1 ayatl (4) Undang-Undangl 

Nomor 2l Tahun 2018l tentang Majelisl Permusyawaratan lRakyat, Dewan 

Perwakilanl Rakyat, Dewanl Perwakilan lDaerah, dan Dewanl Perwakilan Rakyatl 

Daerah menegaskanl bahwa Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah, danl Dewan 

Perwakilanl Rakyat lDaerah. Undang-undangl yersebut menegaskanl bawha 

DPRDl adalah Dewanl Perwakilan Rakyarl Daerah sebagaimanal di aturl dalam 

lUndang-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahun l1945.21 

Adapun dalam konteks wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 366 dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014, terdapat bebreapa hal yang perlu disampaikan lsebagai 

lberikut:  

1. Membentukl peraturan daerahl Kabupaten ataul Kota bersamal Bupati atau 

lWalikota. 

2. Membahasl dan memberikanl persetujuan terhadapl rancangan peraturanl 

daerah mengenail anggaran pendapatanl dan belanjal daerah Kabupatenl atau 

Kotal yang diajukanl oleh Bupatil atau lWalikota. 

3. Melaksanakanl pengawasan terhadapl pelaksanaan peraturanl daerah sertal 

anggaran pendapatanl dan belanjal daerah Kabupatenl atau lKota.22 

 
21 lAkbar, Jamal lMuh. Amin, lBudiman, “Peran Sekretariatl Dewan Dalaml Menunjang 

Kinerjal DPRD Provinsil Kalimantan lTimur,” eJournal Ilmul Pemerintahan, Volumel 5, Nomorl 

3, (2017l): 1181-1190. hlm. l1183. 
22 Hauralyal Salsabilla, Lyndial Aziza lShafarosa, Maulika lRahmatulaili, Shahla Elizal 

Nurhidayah, Ivanl Darmawan, “Fungsil Pengawasan Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah danl 

Faktor Yangl Menjadi Kendalal Dalam Pengelolaanl Keuangan Daerahl Kota Tangerangl Selatan”, 

Jurnal lKajian Ilmul Sosial, Politikl dan lHukum, Volume l1, No. 3, (2024l): 284-296, hlm. l289. 
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Sebagai lembaga perwakilan di daerah, DPRD memiliki peran yang 

sangat signifikan dalam mempengaruhi jalannyal pemerintahan daerahl otonom. 

Denganl peran ldemikian, aspek tanggungl jawab dalaml pelaksanaan tugasl 

menjadi salahl satu faktorl penentu yangl penting dalam memberi makna dan 

manfaat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan tujuan 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. DPRD sebagai lembaga 

legislatif daerah memilikil tiga fungsil utama lyaitu: fungsi llegislasi, fungsi 

anggaran, danl fungsi lpengawasan.23 

1. Fungsi Legislasil 

Fungsil legislasi Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (DPRDl) 

merupakan fungsil yang bertujuanl untukl membentuk Peraturanl Daerah 

(Perdal) bersama denganl Kepala lDaerah. Pembentukan Peraturanl Daerah inil 

berfungsi sebagail bahan pengelolaanl hukum dil tingkat ldaerah, dengan 

tujuanl mewujudkan kebutuhanl perangkat Peraturanl Perundang-Undanganl 

dalam pelaksanaanl pemerintahan daerahl serta sebagail media aspirasil 

masyarakat yangl berkembang di ldaerah.24 

Untuk melnjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD diberikan 

berbafi hakl yang salahl satunya adalahl hak untukl mengajukan rancanganl 

peraturan daerahl serta hakl untuk melakukanl perubahan terhadapl Raperda. 

Implementasil dari fungsil legislasi inil harus ditindaklanjutil dengan 

 
23 Lal Asiri, “Fungsil Dewan Perwakilanl Rakyat Daerahl Dalam Pengawasanl Kebijakan 

Daerahl (Studi lKasus: Kantor DPRDl Kabupaten Butonl)”, Kybernan: Jurnall Studi 

lKepemerintahan, Volume. 4, lNomor. 2, (2019), hlm. l10. 
24 lMoh. Rusli lSyuaib, “Fungsi Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (Dprdl) Dalam 

Pelaksanaanl Otonomi Daerahl Di lKakupaten”, Jurnal Ilmiahl Administratie, lVolume. 2, lNomor. 

2, (2014l): 20-44, hlm. l24. 
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pengesahanl Peraturan Daerahl (Perda). lNamun, pelaksanaan lhak-hak 

tersebutl seringkali tidakl berjalan denganl lancar danl baik. Keberhasilanl 

pelaksanaan tersebutl sangat tergantungl pada sikapl eksekutif danl juga peranl 

aktif lDPRD. Sejauh manal DPRD danl anggotanya menunjukanl integritas 

danl ketangguhan dalaml melaksanakan lhak-hak inil sangtlah pentingl demi 

kebaikanl Pemerintah Daerahl dan kepentinganl masyarakat yangl 

diwakilinya. Menurutl Anis Ibrahiml dalam bukunyal Legislasi dan 

lDemokrasi: 

“Legislasi adalah prosesl yang rumitl dalam pembentukanl produk 

lhukum. Legislasi lebihl dari sekedarl merumuskan lnorma-norma kel 

dalam lteks-teks hukuml yang dilakukanl oleh sekelompokl orang yangl 

berwenangan, legislasi juga melibatkan dinamika dan interaksi 

antaran kekuatan social-politik yang ada di sekitarnya. Dengan 

demikian jangkauan legislasi sangat luar dan mencakup berbagai 

aspek kehidupan dalam mayarakat”.25 

 

Peraturanl daerah merupakanl instrumen yangl strategis yangl 

berfungsi sebagail sarana untukl mencapai tujuanl desentralisasi. Dalaml 

konteks otonomil daerah, keberadaanl Peraturan Daerahl memiliki peranl 

penting dalaml mendorong prosesl desentralisasi secaral maksimal. Peraturanl 

Daerah, yangl selanjutnya disingkatl Perda, adalahl peraturan yangl disusun dil 

tingkat provinsil serta Kabupatenl atau lKota. Peraturan Daerahl untuk 

Kabupatenl atau Kotal sendiri merupakanl produk hukuml yang dibentukl oleh 

Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (DPRDl) setempat, denganl persetujuan 

bersama Bupatil atau lWalikota. 

 
25 Anisl Ibrahim, Legislasil dan lDemokrasi, (Malang: lIn-Trans lPublishing, 2008), hlm. 

l135.  
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Dalam melaksanakan perannya sebagai pembentukl Peraturan 

lDaerah, Dewan Perwakilanl Rakyar Daerahl (DPRD) harus melalui sejumlah 

tahapan, yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap perencanaan peraturan di tingkat Kabupaten atau Kota 

dilaksanakan melaluli Program Pembentukan Peratusan Daerah 

(Propemperda) yangl disusun olehl DPRD danl Pemerintah Daerahl 

setempat. Propemperdal ini ditetapkanl untuk periodel satu tahunl 

berdasarkan skalal prioritas dalaml pengembangan Rancanganl Peraturan 

lDaerah. Di dalaml Propemperda, tercantuml program pembentukanl 

Peraturan Daerahl yang mencakupl judul Rancanganl Peraturan lDaerah, 

serta materi lyang akanl diatur danl hubungannya denganl Peraturan 

lPerundang-undangan llainnya. Rincian yangada dalam Propomperda 

lmeliputi: 

a) Latarl belakang danl tujuan lpenyusunan. 

b) Sasaranl yangl ingin ldicapai. 

c) Pokokl pikiran, llingkup, atau objekl yang akan ldiatur. 

d) Ruangl lingkup danl arah lpengaturan. 

2) Tahapl penyusunan Programll Pembentukan Peraturanl Daerah 

(Propemperdal) Kabupaten ataul Kota dilakukanl melalui koordinasil 

antara Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (DPRDl) Provinsi, lKabupaten, 

atau Kotal dengan Pemerintahl Daerah lProvinsi, Kabupaten ataul Kota. 

Koordinasil ini difasilitasil oleh alatl kelengkapan DPRDl Kabupaten ataul 

Kota yangl memiliki tugasl khusus dalaml menangani bidangl legislasi. 
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Hasill dari penyusunanl Propemperda Kabupatenl atau Kotaal akan 

ditetapkanl dalam Rapatl Paripurna lDPRD. 

3) Tahapl pembahasan Rancanganl Peraturan Daerahl Kabupaten ataul Kota 

dilaksanakanl oleh Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (DPRDl) 

Kabupaten ataul Kota Bersamal dengan Bupatil atau lWalikota. Proses inil 

dilakukan melaluil serangkaian pembicaraanl dalam rapatl komisi, lpanitia, 

badan, danl alat kelengkapanl DPRD yangl tanggung jawabl khusus dalaml 

menangani bidangl legislasi, sertal dalam rapatl paripurna. Rancanganl 

Peraturan Daerahl Kabupaten ataul Kota yangl telah disetujuil secara 

bersamal oleh DPRDl Kabupaten ataul Kota danl Bupati ataul Walikota 

kemudianl disampaikan olehl pimpinan DPRDl Kabupaten ataul Kota 

kepadal Bupati ataul Walikota untukl ditetapkan sebagail Peraturan 

lDaerah. Pengiriman dokumenl tersebut dilakukanl dalam jangkal waktu 

palingl lama 7l (tujuh) lhari, terhitung sejakl tanggal persetujuan lbersama. 

4) Tahapl pengesahan dilakukanl dengan penandatanganan Rancanganl 

Peraturan Daerahl Kabupaten ataul Kota olehl Bupati ataul Walikota dalaml 

waktu palingl lama 30l (tiga puluhl) hari setelahl Rancangan Peraturanl 

Daerah tersebutl disetujui bersamal oleh DPRDl dan lBupati/Walikota. 

Denganl demikian, Rancanganl Peraturan Daerahl tersebut resmil menjadi 

Peraturan lDaerah. 
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5) Tahapl pengundangan, peraturanl daerah yangl telah disahkanl wajib 

diundangkanl dalam Lembaranl Daerah danl disebarluaskanl kepada 

lmasyarakat.26 

2. Fungsi Anggaran 

Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah (DPRDl) memiliki perananl 

penting dalaml pengelolaan keuanganl daerah melaluil fungsi anggaranl yang 

ldiembannya. Namun, apabilal anggota DPRDl tidak memahamil fungsi 

anggaranl tersebut, makal potensi terjadinyal tindakan korupsil dapat 

lmeningkat, sebagaimana banyakl kasus yangl telah lterjadi. Untuk mencapail 

tujuan yangl telah ditetapkanl Anggaran Pendatanl dan Belanjal Daerah 

(APBDl), substansi utamal dari APBDl harus mencakupl tiga komponenl 

pokok, yaitul pendapatan lbelanja, dan pembiayaanl daerah. Belanjal sendiri 

akanl diklasifikasikan berdasarkanl urusan pemerintahanl daerah yangl terdisi 

daril urusan wajibl dan urusanl pilihan, sertal meliputi lorganisasi, program, 

lkegiatan, kelompok, ljenis, obyek, danl rincian obyekl belanja. Klasifikasil 

belanja daerahl pada umumnyal dikenal denganl pembagian belanjal antara 

belanjal langsung danl belanja tidak llangsung.  

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa “klasifikasi 

belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak 

terduga, dan belanja transfer. Pendapatan dikelompokkan ke dalam 

 
26 Helmi Widiani, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Volume 2, Nomor 2, 

(2021): 21-38, hlm.  27-28. 
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pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pendapatan daerah lainnya 

yang sah”. Selain itu, pembiayaan mencakup penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Ketiga komponen ini memiliki pengarug yang 

signifikan tergadap keberhasilan atau kegagalan jalanya pemerintahan, 

kualitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan suatu daerah. Apabila 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola dengan baik, 

maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak postif terhadap 

perekonomian daerah.27 

Dalaml penyusunan Anggaranl Pendatan danl Belanja Daerahl 

(APBD), seharusnyal merujuk padal norma danl prinsip langgaran, yaitu 

sebagai lberikut: 

a. Transparansil dan Akuntabilitasl  

Pemerintahl daerah wajibl menjaga transparansil dalam 

penyampaianl informasi terkaitl tujuan, lsasaran, hasil danl manfaat 

kepadal masyarakat mengenail Anggaran Pendapatanl dan Belanjal 

Daerah (APBDl). Selain litu, setiap pengeluaranl dana yangl diperoleh 

penggunaannyal harus dipertanggungjawabkanl dengan lbaik. 

b. Disiplin anggaranl  

Penyusunanl Anggaran Pendatanl dan Belanjal Daerah (APBDl) 

seharusnya diselaraskanl dengan kebutuhanl masyarakat.  Olehl karena 

litu, sangat pentingl untuk memperhatikanl keseimbangan danl 

 
27 Hanafi Herman, “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan”, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 6, Issue 2, 

(2022): 120-129, hlm. 123-124. 
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proporsionalitasl dalam biayal pembiayaan penyelenggaraanl 

pemerintahan, pelayananl publik, sertal pembangunan. Selainl itu, 

penyusunanl tersebut harusl berlandaskan padal asas lefisiensi, ketepatan 

lwaktu, keefektifan danl yang palingl utamal dapat 

ldipertanggungjawabkan. 

c. Keadilan Anggaranl 

Alokasil anggaran yangl dilakukan olehl pemerintah harusl 

memastikan bahwal seluruh lapisanl masyarakat dapatl menikmati 

manfaatnyal tanpa adanyal diskriminasi dalaml penyampaian lpelayanan. 

d. Efisienl dan efektifitasl 

Anggaranl yang telahl tersedia harusl dimanfaatkan secaral optimal 

untukl menghasilkan keluaranl berupa pelayananl dan kesejahteraanl yang 

merupakanl bagian daril kepentingan lmasyarakat. Dalam perencanaanl 

anggaran, perlul ditetapkan secaral jelas mengenail pencapaian ltujuan, 

sasaran hasill serta manfaatl yang akanl diperoleh masyarakatl dari lsetiap 

kegiatanl yang ldiprogramkan. 

e. Format Anggaranl 

Anggaranll Pendapatan danll Belanja Daerahll (APBD) harusll 

disusun berdasarkanl format anggaranl deficit gunal mengetahui adanyal 

selisih antaral pendapatan danl belanja yangl akan berimplikasil pada 

terjadinyal surplus ataul defisit langgaran.28 

 
28 HAW Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002) hlm. 67 
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3. Fungsi Pengawasanl 

Fungsil pengawasan merupakanl salah satul aspek pentingl dalam 

manajemenl yang bertujuanl untuk memastikanl bahawa pelaksanaanl kegiatan 

berjalanl sesuai denganl kebijakan danl rencana yangl telah lditetapkan, serta 

untukl menjamin bahwal tujuan dapatl tercapai secaral efektif danl efisien. 

Pentingnyal fungsi ketigal dirasakan baikl oleh pemerintahl daerah maupunl 

oleh paral pelaksana lpengawasan. Bagi pemerintahl daerah, fungsil 

pengawasan berperanl sebagai mekanismel peringatan dinil (early warningl 

system) yangl bertujuan untukl mengawasi pelaksanaanl aktivitas dalaml 

mencapai tujuanl dan sasaranl yang telahl ditetapkan. Sementaral itu, bagil 

pelaksana lpengawasan, fungsi inil merupakan tanggungl jawab yangl mulia, 

dimanal meraka diharapkanl dapat memberikanl telaahan danl saran yangl 

berupal tindakan lperbaikan.29 

Menurutl Pasal 42l huruf (c) UUl No. 32 Tahunl 2004, bahwal dalam 

DPRDl berwenang melaksanakanl pengawasan terhadapl pelaksanaan Perdal 

dan peraturanl perundang-undanganl lainnya, peraturanl kepala ldaerah, 

APBD, kebijakanl pemerintah daerahl dalam melaksanakanl program 

pembangunanl daerah, danl kerja samal internasional di ldaerah.30 

 
29 Taufiql Yuli lPurnama, Sigit Saptol Nugroho, Mudjil Rahardjo, Ral Novida Alfil Tri 

lTjahjani, “Penerapan Fungsil Pengawasan Dprdl Dalam Mewujudkanl Pemerintahan Daerahl 

Yang lBaik”, YUSTISIA lMERDEKA: Jurnal Imiahl Hukum, IlSSN: 2580-0019, lVolume. 9, 

lNomor. 1, (2023): 59-67, hlm. l62.  
30 Jurgenl R. lLitualy, Agustinus lNindatu, “Kajian Tentangl Pelaksanaan Fungsil 

Pengawasan DPRDl Dalam Pelaksanaanl Peraturan Daerahl di Kabupatenl Seram Bagianl Barat”, 

Jurnall Kewarganegaraan, lVol. 7, No. l2, (2023): 2193-l2198, hlm. l2195. 
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Tujuan dan manfaat dari pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalanl 

sesuai denganl rencana yangl telah lditetapkan. 

2. Memungkinkan dilakukannya tindakan korektif yang cepat dan tepat 

terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang telah direncanakan. 

3. Mendorong timbulnya motivasi, perbaikan, serta pengurangan atau 

peniadaan penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah daerah. 

Pengawasan juga bertujuan untuk mencari solusi apabila ditemui 

kesulitan, kelemahan, atau kegagalan dalam kebijakan atau program 

pemerintah daerah, dengan harapan dapat dilakukan perbaikan yang 

diperlukan.31 

C. Peraturan Daerah 

Sebelum pada pembahasan mengenai peraturan daerah baik dari segi 

pengertian, muatan materi peraturan daerah, maka dari itu akan dibahas terlebih 

dahulu secara umum mengenai Peraturan Perundang-undangan. 

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 

Nomenklatur perundang-undangan di Indonesia merujuk pada segala 

aspek yang berkaitan dengan undang-undang, termasuk seluk beluk yang 

 
31 lBudiyono, “Pelaksanaan Fungsil Pengawasan DPRDl Terhadap Pemerintah lDaerah 

Dalaml Rangka Mewujudkanl Good lGovernance”, Fiat Justitial Jurnal Ilmul Hukum, lVolume. 7, 

lNomor. 1, (2013l), hlm. l2. 
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menyertainya.32 Hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan mengenai 

pengertian dari istilah peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, 

terdapat empat istilah yang sering digunakan baikl dalam naskahl perundang-

undanganl maupun dalaml literatur hukuml tata lnegara, yaitu peraturanl 

negara, peraturanl perundangan, lperundang-undangan danl peraturan 

lperundang-undangan. 

Kemudian dalaml bahasa lBelanda, terdapat beberapa istilahl yang di 

kenal, antara lain wet, wettelijke regels, wetgeving, dan wettelijkel 

regeling(en). Istilahl wet sendiril dibedakan menjadil wet inl formale zinl 

(undang-undangl dalam artil formal) danl wet inl materiele zinl (undang-

undangl dalam arti lmateril). Istilahl perundang-undanganl dan peraturanl 

perundang-undanganl berasal daril istilah wettelijkel regels, sedangkanl istilah 

“peraturanl negara” kemungkinanl merupakan terjemahanl dari 

lstaatsregeling. 

Istilahl peraturan negaral digunakan olehl Solly lLubis. Lubis jugal 

menggunakan istilahl peraturan lperundang-undangan danl perundang-

lundangan, tetapi yangl dimaksudkan daril kedua istilahl tersebut merujukl 

pada peraturanl mengenai tatal cara pembuatanl peraturan lnegara. Ssementara 

litu, apabila yangl dimaksudkan adalahl peraturan yangl dihasilkan daril 

lperundang-undangan, maka istilah yang digunakan adalah “peraturan 

(negara)”. 

 
32 Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal AL-MAQASID: 

Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 59–75. hlm. 60. 
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Soehino pernah mengemukakan istilah peraturan perundangan. 

Istilah tersebut telah digunakan dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 

sebagaimana tercantum dalam judul ketetapan tersebut, yaitu “Sumber Tertib 

Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan Republik Indonesia”. 

Istilah perundang-undangan terdapatl dalam dual konstitusi yangl 

pernah berlakul di lIndonesia. yaitul terdapat pada judul bagian Bab IV 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1950 dengan rumusan yang 

serupa. Penggunaan istilah “perundang-undangan” ini juga dapat di temukan 

dalam karya karya yang ditulis oleh Irwan Soejito dan Amiroeddin Syarif.33 

Pengertianl perundang-undanganl berbeda daril pengertian peraturanl 

lperundang-undangan. Perbedaanl yang mendasarl terletak padal pemahaman, 

dimanal perundang-undanganl dipahami secaral sempit, terbatasl hanya padal 

lundang-undang, sementara peraturanl perundang-undanganl dipahami dalaml 

konteks yang lebih lua, mencakup berbagai aturan yang tidakhanya sebatas 

lundang-undang. Contohnyal meliputi peraturanl pemerintah penggantil 

lundang-undang, peraturan lpemerintah, peraturanl presiden, sertal peraturan 

ldaerah. Oleh karenal itu, peraturanl perundang-undanganl dapat diartikanl 

sebagai peraturanl tertulis yangl memuat normal hukum yangl bersifat 

mengikatl secara umuml dan disusunl atau ditetapkanl oleh lembagal negara 

 
33 A Syihabudin, “Kajian Terhadap Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia,” Ius Quia Iustum Law Journal 10, no. 23 (n.d.): 46–71. 
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ataul pejabat yangl memiliki lwewenang, melalui prosedurl yang telahl 

ditentukanl secara bakul dan lketat. 

Menurutl Bagir Mananl sebagaimana dikutipl oleh Marial Farida 

Indratil Soeprapto, definisil peraturan lperundang-undangan, daparl diuraikan 

sebagai lberikut: 

a. Setiapl keputusan tertulisl yang dikeluarkanl oleh pejabatl atau 

lingkunganl jabatan yangl berwenang yangl berisi lkaidah-kaidah 

perilakul yang bersifatl umum atau lmengikat; 

b. Merupakanl aturan-aturanl perilaku yangl mengandung lketentuan-

ketentuan mengenail hak, lkewajiban, fungsi, statusl atau suatul tatanan; 

c. Merupakanl peraturan yangl memiliki ciri-ciril umum-abstrak, yangl 

berarti tidakl mengatur ataul tidak ditujukanl pada lobjek, peristiwa ataul 

gejalal konkret ltertentu; 

d. Dalaml pengertian yangl diambil dalaml literatur Blelanda, peraturan 

lperundang-undangan seringl kali disebutl sebagai algemeenl 

verbindende voorschriftl yang mencakupl antara llain: de supral 

nationale algemenl verbindende lvoorschriften, wet, lAmvB, de 

Ministerielel verodening, del gemeentelijke lraadsverordeningen, dan del 

provicialel staten lverordeningen. 

2. Hierarki Peraturan Perunang-Undangan 

Tidakl ada suatul sistem hukum lpositif dil dunia inil yang secaral 

khusus mengatur ltata urutanl peraturan lperundang-undangan. Sekalipunl 

terdapat lpengaturan, hal tersebutl hanya terbatasl pada perisip-perinsipl yang 
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lmenyebutkan, misalnya bahwal “Peraturan daerahl tidak bolehl bertentangan 

denganl peraturan lperundang-undangan yangl lebih ltinggi”. Dalaml konteks 

Undang-undang Dasar, terdapat ungkapan “The supreme law of the land”. 

Pertanyaan yang muncul mengapa hal ini tidak diatur lebih rinci? Salah satu 

alasan utama adalah karena tata urutan tersebutl memiliki konsekuensil yang 

lsegnifikan; setiap peraturanl perundang-undanganl harus memilikil dasar 

hukuml yang bersumberl dari peraturanl perundang-undanganl yang lebihl 

tinggi. Peraturanl perundang-undanganl yang beradal pada tingkatl yang lebihl 

rendah tidakl diperbolehkan untukl bertentangan denganl peraturan 

perundang-undanganl yang lebihl tinggi. Apabilal terjadi pertentanganl antara 

peraturanl perundang-undanganl yang lebihl rendah tingkatannyal 

bertentangan denganl peraturan lperundang-undangan yangl lebih ltinggi, 

maka peraturanl perundang-undanganl tingkatan yangl lebih rendahl dapat 

dituntutl untuk dibatalkanl atau dianggapl batal demil hukum (Vanl rechtwege 

nieligl).34 

Dalaml membahas hierarkil atau tatal urutan peraturanl perundang-

lundangan, tidak dapatl dipisahkan daril teori-toeril yang dikemukakanl oleh 

Hansl Kelsen danl Hans lNawiasky. Teori-teoril tersebut merupakanl landasan 

bagil model tatal urutan peraturanl perundang-undanganl yang dianutl oleh 

Indonesial saat lini. 

 
34 Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan,” Jurnal Hukum Ius Quia IusTum 13, no. 1 (2006): 27–37. hlm. 28-29  



30 

 

 

 

Teori Nawiasky dikenal sebagail “Theorie vonl stufenubau derl 

lrechtsordnung”. Susunan normal menurut teoril ini adalahl sebagai lberikut: 

a. Normal fundamental negaral (Staatsfundamentalnorml); 

b. Atuaranl dasar negaral (Staatsgrundgesetzl); 

c. Undang-undangl formal (formelll gesetz); danl 

d. Peraturanl pelaksana sertal peraturan otonoml (Verordnung enl autonome 

satzungl). 

Norma fundamental negara, atau Staatfundamentalnorm, 

merupakan norma yang menjadi dasar dalam pembentukan konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar (staatverfassung) dari suatu negara. Menurut 

Nawiasky, norma tertinggi ini yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai 

staatsgrundnorm, lebih tepatnya diartikan sebagai staatfundamentalnorm. 

Pada dasarnya, Grundnorm bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan, 

sementara norma tertinggi dapat berubah, misalnya melalui Tindakan 

kudeta atau revolusi. 

Menurutl Hamid S. Attamimil yang mekakukanl perbandingan antaral 

pemikiran Hansl Nawiasky itul dengan teoril Hans Kelsenl serta 

menerapkannyal pada strukturl tata hukuml di lIndonesia, dapat didimpukanl 

suatu strukturl tata hukuml Indonesia, sebagai lberikut: 

a. Staatsfundamentalnorml yakni Pancasilal (Pembukaan lUndang-Undang 

Dasarl Negara Republikl Indonseia Tahun 1945l). 
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b. Staatgrundgesetzl yakni batangl tubuh lUndang-Undang Dasarl Negara 

Republikl Indonseia Tahunl 1945, Tapl Majelis Permusyawaratanl 

Rakyat (MPRl), dan lKonvensi lKetatanegaraan. 

c. Formelll gesetz, yaitu lundang-undang. 

d. Verordnungl en autonemel satzung yaitul secara hirarkisl dimulai daril 

Peraturan Pemerintahl hingga keputusanl Bupati atau lWalikota. 

Gagasanl yang dikemukakanl oleh Hamidl S. Attamimil ini menjadil 

dasar pijakanl dalam menentukanl tata urutanl atau hirarkil peraturan 

lperundang-undangan di lIndonesia.35 Hal inil tercantum dalaml Pasal 7l ayat 

(1) Undang-Undangl Nomor 12l Tahun 2011l yang telahl dirubah menjadil 

dalam lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2022, yangl menyatakan sebagai 

lberikut: 

1) Jenisl dan hirarkil Peraturan Perundang-Undanganl terdiri latas: 

a. Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945; 

b. Ketetapanl Majelis lPermusyawaratan lRakyat; 

c. lUndang-Undang/Peraturan lPemerintah Pengganti lUndang-Undang; 

d. lPeraturan lPemerintah; 

e. lPeraturan lPresiden; 

f. Peraturan Daerahl Provinsi; danl 

g. Peraturan Daerahl Kabupaten/Kotal 

 
35 Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia,” Jentera: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2017): 128–43. hlm. 130-131. 
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Selainl yang telahl disebutkan dil atas mengenail hirarki peraturanl 

perundang-undanganl di lIndonesia, sebelumnya jugal pernah berlakul 

beberapa hirarkil peraturan lperundang-undangan, sebagai lberikut: 

a. TAPl MPR Nomorl XX Tahun 1966l 

1) UUDl RI 1945l 

2) TAP MPRl 

3) UU/Perpul 

4) Peraturanl Pemerintahl 

5) Keputusanl Presidenl 

6) Peraturan-peraturanl pelaksana llainnya, seperti peraturanl menteri 

danl instruksi lmenteri. 

b. TAPl MPR Nomorl III Tahun 2000l 

1) UUDl RI 1945l 

2) TAPl MPR RIl 

3) UUl 

4) Perpul 

5) Peraturanl Pemerintahl 

6) Keputusanl Presidenl 

7) Peraturanl Daerahl 

c. Undang-Undangl Nomor 10l Tahun 2004l 

1) UUDl RI 1945l 

2) UU/Perpul 

3) Peraturanl Pemerintahl 
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4) Peraturanl Presidenl 

5) Peraturanl Daerah lProvinsi, Kabupaten/lKota36 

Dapatl dipahami bahwal hirarki peraturanl perundang-undanganl di 

Indonesial telah mengalamil beberapa perubahanl dari waktul ke lwaktu. 

Selanjutnya hirarkil peraturan lperundang-undangan inil menjadi pedomanl 

dalam tatal urutan hukuml di lIndonesia. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya 

akan disahkan, perlu adanya sebuah rencana yang terstruktur dan matang. 

Adanya strukutur yang matang ini diharapkan pada nantinya undang-undang 

yang disahkan mengakomodir kepentingan rakyat atau dalam artian 

pembentukannya tidak asal-asalan.37 

Pembentukanl peraturan perundang-undanganl pemerintah 

diwajibkanl untuk dapatl merumuskan lkemungkinan, kecenderungan danl 

peluang yangl memukinkan terjadil di masal depan. Selianl itu, analisil dan 

identifikasil terhadap peluangl tersebut diperlukanl untuk meminimalisirl 

kendala ataul hambatan yangl mungkin dihadapil dalam penegakanl suatau 

lperundang-undangan. Oleh lkarena itu, perundang-undanganl harus 

 
36 Hasananuddin Hasan, “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik 

Indonesia Sebagai Suatu Sistem,” Madani Legal Review 1, no. 2 (2017): 120–30, 

https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32. 
37 Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Di Indonesia,” Perspektif 21, no. 3 (2016): 220–29. hlm. 221. 
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mencerminkanl realitas yangl ada dalaml kehitupan lmasyarakat, termasuk 

kecenderunganl dan harapan lmasyarakat.38 

a. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan Landasan 

Hukum 

Peraturanl daerah merupakanl salah satul instrumen regulatifl yang 

memilikil peran pentingl dalam pelaksanaanl visi, lmisi, dan programl yang 

telahl ditetapkan olehl kepala ldaerah. Dengan demikianl peraturan daerahl 

pada dasarnyal berfungsi sebagail penjabaran daril visi, lmisi, dan programl 

kepala daerahl dalam melaksanakanl roda lpemerintahan. Dalam hirarkil 

peraturan lperundang-undangan peraturanl daerah diakuil sebagai salahl satu 

produkl legislasi yangl memilikil eksistensi lkonstitusional.39  

Sebagail instrumen lregulatif, peraturan daerahl tentunya merupakanl 

suatu saranal yang memilikil fungsi pengaturanl dan olehl karenanya harusl 

bersifat laplikatif, sehingga dapat ldiimplementasikan dalaml setiap langkahl 

kebijakan pemerintahl daerah. Denganl demikian, implementasil peraturan 

daerahl sesungguhnya merupakanl suatu faktorl kunci dalaml mencapai tujuanl 

pemerintah ldaerah. Di sisil lain, tujuanl pemerintah daerahl tidak akanl pernah 

tercapail apabila peraturanl daerah yangl telah adal tidak dapat 

ldiimplementasikan. 

 
38 Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” 

Muhammadiyah Law Review 2, no. 2 (2021): 87–91. hlm. 88. 
39 Femmy Silaswaty Faried, Suparwi, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik 

Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”, Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 

9, Nomor 2, (2019): 17-27, hlm. 17. 
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Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah menghasilkan produk 

hukum yang diterbitkan oleh suatu daerah, di antaranya adalah Peraturan 

Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah memperoleh persetujuan 

Bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu 

kewenangan Pemerintah Daerah adalah menerbitkan Peraturan Daerah 

(PERDA) sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 236 hingga Pasal 257 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) di mana dalam 

ketentuan tersebut diuraikan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah.40 

Lebihl lanjut menegnail prosedur penyusunanl produk hukuml daerah, 

akanl diuraikan dalaml Undang-Undangl Nomor 12l Tahun 2011l tentang 

Pembentukanl Peraturan Perundangl Undangan. Dalaml Pasal 236l Undang 

Undangl Nomor 23l Tahun 2014l dinyatakan bahwal Peraturan Daerahl 

ditetapkan olehl kepala daerahl setelah mendapatl persetujuan bersamal Dewan 

Perawakilanl Rakyat Daerahl (DPRD). Pembentukanl Peraturan Daerahl 

tersebut bertujuanl untuk melaksanakanl penyelenggaraan otonomil daerah dil 

tingkat lprovinsi, kabupaten, ataul kota sertal dalam rangkal melaksanakan 

tugasl pembantuan. Peraturanl Daerah merupakanl penjabaran lebihl lanjut 

daril peraturan perundang-undanganl yang lebihl tinggi denganl tetap 

memperhatikanl ciri khasl serta kondisil masing-masingl daerah. Olehl karena 

 
40 Aristo, “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat”, Jurnal Rechten: 

Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume. 3, Nomor. 2, (2021): 15-21, hlm. 15.  
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itu, setiapl Peraturan Daerahl dilarang untukl bertentangan denganl 

kepentingan umuml atau denganl peraturan lperundang-undangan yangl lebih 

ltinggi. Peraturan Daerahl mulai berlakul setelah diundangkanl dalam 

Lembaran lDaerah.41 

Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) telah ditegaskan bahwa “Pemerintah 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

Penegasan ini sekaligus juga merupakan bukti nyata dari komitmen untuk 

memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan pemerintahan daerah baik 

di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah. Pemberian otonomi pada dasarnya bertujuan untuk 

mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, sertas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan 

daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam 

kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.42 

 
41 Agus Dwi Saputro, “Keberatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap 

Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat”, Tesis, (Jember: Universitas 

Jember,2017), hal. 1-2. 

 
42 Anwar, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pemerintah Kabupaten Bone”, Jurnal Al-

Hikam, Vol. 7, No. 4, (2017):22-31, hlm. 23.  
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Peraturan perundang-undangan merupakan komponen penting dalam 

sistem hukum nasional, yang berperan dalam pengembangan hukum yang 

sejalan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara umum teknik pembentukan 

peraturan perundang-undangan saat ini mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (UU 12/2011) dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang 

merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 15/2019).43  

b. Muatan Materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Materil muatan (hetl onderwerp) dalaml peraturan daerahl merupakan 

aspekl yang sangatl penting untukl dipahami denganl baik. Kesalahanl dalam 

pemahamanl dapat mengakibatkanl tumpang tindihl antara materil muatan 

Perdal dan materil muatan peraturanl perundang-undanganl lainnya, baikl 

secara hirarkil maupun antaral peraturan yangl setingkat. Hall ini dapatl alasan 

hukuml untuk membatalkanl peraturan ltersebut.44 

Dalaml Pasal 14l Undang-undangl No. 12l Tahun 2011l tentang 

Pembentukanl Peraturan lPerundang-undangan dlitegaskan: “Materi muatanl 

Peraturan Daerahl Provinsi danl Peraturan Daerahl Kabupaten/Kotal berisi 

materil muatan dalaml rangka penyelenggaraanl otonomi daerahl dan tugasl 

 
43 Hermi Sari BN, Galang Asmara, Zunnuraeni, “Pengharmonisasian Rancangan 

Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hakasasi Manusia”, Jurnal 

Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.2, (2020): 559-609, 

hlm. 559.  
44 Jazim Hamidi, dkk, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif 

(Jakarta: Pustaka Publisher, 2008), hlm. 38-39 
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pembantuan sertal menampung kondisil khusus daerahl dan/ataul penjabaran 

lebihl lanjut Peraturanl Perundang-undanganl yang lebih ltinggi”. 

Hall serupa ditentukanl dalam Pasall 136 Undang-undangl No. 32 

Tahunl 2004, lbahwa:  

a. Perdal ditetapkan olehl kepala daerahl setelah mendapatl persetujuan 

bersama lDPRD; 

b. Perdal dibentuk dalaml rangka penyelenggaraanl otonomi daerahl 

lprovinsi/kabupaten/ kotal dan tugas lpembantuan; 

c. Perdal sebagaimana dimaksud lpada ayatl (1) merupakanl penjabaran lebihl 

lanjut daril peraturan lperundang-undangan yangl lebih tinggil dengan 

memperhatikanl ciri khasl masing- masing ldaerah; 

d. Perdal sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) dilarangl bertentangan 

denganl kepentingan umuml dan/ataul peraturan lperundang-undangan 

yangl lebih ltinggi. 

e. Perdal sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1), berlakul setelah 

diundangkan dalaml lembaran ldaerah.45 

Sesuail dengan ketentuanl yang lada, materi muatanl peraturan daerahl 

mencakup hal-hall sebagai lberikut: 

a. Peraturanl daerah yangl mengatur tentangl penyelenggaraan otonomil 

daerah denganl memperhatikan kondisil spesifik ataul karakteristik khusul 

daril masing-masing ldaerah. 

 
45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004, Pada Tanggal 23 Maret 2025, 

Pukul 19.30 WIB.   

https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004
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b. Peraturanl daerah yangl berkaitan denganl pelaksanaan ataul penjabaran 

lebihl lanjut daril peraturan lperundang- undangan yangl lebih ltinggi. 

c. Peraturanl daerah terkaitl dengan pelaksanaanl tugas lpembantuan.46 

Dalaml Undang-undangl Nomor 10l Tahun 2004l (dan penggantinyal 

Undang-Undangl Nomor 12l Tahun 2011l) serta Undang-undangl No. 32l 

Tahun 2004l tidak memberikanl ketentuan yangl jelas mengenail materi 

muatanl Peraturan Daerahl (Perda) provinsil maupun Perdal kabupaten/kota. 

Namunl I Gdel Pantja Astawal dan Suprinl Na’a menyatakanl bahwa materil 

muatan Perdal Provinsi terdisil dari hal-hall sebagai lberikut: 

a. Kewenanganl yang diperolehl dalam bidangl otonomi, yangl mencakup 

kewenanganl yang bersifatl lintas lkabupaten/kota, kewenanganl di bidangl 

pemerintahan ltertentu, serta kewenanganl yang tidakl atau beluml dapat 

dilaksanakanl oleh lkabupaten/kota; 

b. Berdasarkanl penjabaran lebihl lanjut daril peraturan lperundang-undangan 

yangl lebih ltinggu, termasuk pengaturanl mengenai tugas lpembantuan; 

c. Untukl menampung danl mengekspresikan kondisil khusus yangl ada di 

daerahl yang bersifatl lintas lkabupaten/kota. 

Sementaral itu, materil muatan Perdal kabupaten/kotal adalah sebagai 

lberikut:  

a. Kewenanganl yang diperolehl untuk melaksanakanl otonomi daerahl yang 

mencakupl kewenangan wajibl dan kewenangan lpilihan; 

 
46 Daryanto, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan 

Tujuan Otonomi Daerah”, Jurnal Tahkim, Volume. IX, Nomor. 2, (2013): 127-144, hlm. 134. 
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b. Berdasarkanl penjabaran lebihl lanjut daril peraturan lperundang-undangan 

yangl lebih ltinggi, termasuk mengenail tugas lpembantuan; 

c. Untukl menampung danl mengekspresikan kondisil khusus di ldaerah.47 

Ketentuanl yang telagl disebutkan dil atas mengindikasikanl bahwa 

materil muatan substansil Peraturan Daerahl (baik di tingkatl provinsi maupunl 

kabupaten/kotal) pada hakikatnyal bertujuan untukl mengatur lurusan-urusan 

pemerintahanl yang telahl dialokasikan kepadal daerah. lNamun, terdapat 

pengecualianl untuk urusanl pemerintahan tertentul yang secaral inheren tetapl 

menjadi tanggungl jawab pemerintahl pusat. Urusan-urusanl tersebut 

mencakupl politik luarl negeri, lpertahanan, keamanan, lperadilan, kebijakan 

danl fiskal, sertasl urusan lagama. Hal inil sebagaimana diaturl dalam Pasall 10 

Ayatl (3) Undang-Undangl Nomor 32l Tahun 2004l tentang Pemerintahanl 

Daerah junctol Pasal 2l Ayat (2) Peraturanl Pemerintah Nomorl 38 Tahunl 2007 

tentang lPembagian Urusanl Pemerintahan Antaral Pemerintah, Pemerintahl 

Daerah Provinsil dan Pemerintahl Daerah lKabupaten/Kota. Urusanl 

pemerintahan yangl dimaksud dalaml konteks mencakupl urusan wajibl 

(pelayanan dasarl) dan urusanl pilihan (lsektor unggulanl).48 

D. Efektivitas Hukum 

Menurut Hans Kelsen, dalam membahan efektivitas hukum, perlu juga 

dibahan mengenai validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada keterikatan 

norma-norma hukum, yang mengharuskan indivifu untuk bertindak sesuai denga 

 
47 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-

Undangan Indonesia (Bandung: Armico, 2008), hlm. 104-105. 
48 Daryanto, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan 

Tujuan Otonomi Daerah”, Jurnal Tahkim, Volume. IX, Nomor. 2, (2013): 127-144, hlm. 135.  
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napa yang ditentukan oleh norma-norma tersebut. Selain itu, individu 

diharapkan untuk mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana 

seharusnya, serta memastikan bawha norma-norma tersebut benar-benar 

diterapkan dan dipatuhi 

Efektivitasl berasal daril kata efektifl yang merujukl pada pencapaianl 

keberhasilan dalaml mencapai tujuanl yang telahl ditetapkan. Koensepl efektivitas 

selalul berkaitan denganl hubungan antaral hasil yangl diharapkan danl hasil yangl 

sebenarnya ldicapai. Dalam konteksl ini, efektivitasl dapat diartikanl sebagai 

kemampuanl untuk melaksanakanl tugas danl fungsi (operasil kegiatan programl 

atau misil) suatu organisasil atau entitas lserupa tanpal adanya tekananl atau 

keteganganl dalam lpelaksanaannya. Oleh karenal itu, efektivitasl hukum, 

berdasarkanl pengertian dil atas, dapatl dipahami sebagail indikator keberhasilanl 

hukum dalaml mencapai sasaranl atau tujuanl yang telahl ditentukan lsebelumnya. 

Hal inil merupakan sebuah lpengukuran dil mana suatul target dapatl dianggap 

telahl tercapai sesuail dengan apal yang telah ldirencanakan.49 

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu system hukum untuk 

menciptakan atau menghasilkan keadaan maupun situasi yang diinginkan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori efektivitas hukum yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyaatkan bahwa efektifitas suati 

hukum ditentukan oleh lima faktor, yang sebagai berikut: 

a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Peraturan Perundang-undangan. 

 
49 Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, hlm. 2-3. 
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b. Faktor penegak hukum, yang meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembentukan maupun penerapan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

d. Faktor masyarakat, yang mengcakup lingkungan tempat hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan, 

e. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, ciptaan, dan rasa yang 

berlandaskan pada karsa.50 

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai 

sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan 

adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang 

dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau 

perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, 

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk 

yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. 

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diukur 

melalui penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum 

dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan tersebut umumnya dapat diketahui 

melalui pengaruh kaidah hukum dalam mengatur sikap tindak atau perilaku 

tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

ini, efektivitas hukum akan dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, 

yaitu efektivitas hukum itu sendiri. 

 
50 Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan 

Bayan, Kabupaten Purworejo”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 4. 
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Salah satu upaya yang sering dilaksanakan untuk mendorong kepatuhan 

masyarakat terhadap kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi 

yang menyertainya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi 

positif, di mana sanksi negatif bertujuan untuk mencegah individu dari 

melakukan tindakan yang tercela, sedangkan sanksi positif bertujuan untuk 

mendorong individu agar melakukan tindakan yang terpuji.51 

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dalam ketaatan terhadap 

hukum secara umum, yang sebagai berikut: 

a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan 

hukum masyarakat yang menjadi objek dari aturan tersebut. Oleh karena 

itu, apabila aturan hukum yang dimaksud berupa undang-undang, pembuat 

undang-undang diwajibkan untuk memahami kebutuhan hukum 

dari kelompok sasaran yang menjadi penerima dampak pemberlakuan 

undang-undang tersebut. 

b. Kejelasan rumusan substandi dari aturan hukum sangat penting agar dapat 

dipahami dengan mudah oleh seluruh pihak yang menjadi target penerapan 

atauran tersebut. Oleh karena itu, perumusan substansi aturan hukum harus 

dilakukan secara sistematis dan terencana. Apabisa aturan tersebut tertulis, 

maka harus di susun dengan jelas dan dapat dipahami dengan pasti. Meskipun 

demikian, tetap diperlukan interpretasi dari penegak hukum dalam 

penerapannya. 

 
51 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Jurnal USM 

Law Review VI, no. 1 (2022). hlm. 52-53. 
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c. Sosialisasi yang efektif kepada seluruh pihak yang menjadi target aturan 

hukum sangatlah vital. Kita tidak dapat berpegang pada asumsi bahwa setiap 

penduduk di wilayah suatu negara secata otomatis mngetahui seluruh hukum 

yang berlaku. Tidak mungkin masyarakat umum dapat mengakses informasi 

tentang suatu atura hukum dan substansinya, apabila aturan tersebut 

disosialisasikan dengan cara optimal. 

d. Apabilal hukum yangl dimaksud adalahl perundang-undangan, makal 

sharusnya aturanl bersifat lmelarang, bukan lmengharuskan. Hal inil karena 

hukuml bersifat melarangl lebih mudahl untuk dilaksanakanl dibandingkan 

denganl hukum yangl bersifat lmengharuskan. 

e. Sanksil yang ditetapkanl oleh aturanl hukum harusl di sesuaikanl dengan sifatl 

aturan yangl dilanggar. Sebuahl sanksi yangl dianggap tepatl untuk mencapail 

tujuan ltertentu, belum tentul cocok untuk ltujuan llainnya. 

f. Beratl ringan sanksil yang diterapkanl dalam aturanl hukun harusl bersifat 

proposional ldan memungkinkanl untuk ldilaksanakan. 

g. Penegak hukum memiliki kemungkinan untuk memproses pelanggaran 

terhadap aturan hukum tersebut. Hal ini memungkinkan karena Tindakan 

yang diatur dan dikenakan sanksi merupakan Tindakan yang konkret dan 

dapat diamati, sehingga memungkinkan untuk di proses di setiap tahapnya. 

h. Aturanl hukum yangl mengandung normal moral berbentukl larangan 

umumnyal lebih efektifl dibandingkan denganl aturan hukuml yang 

bertentanganl dengan lnilai-nilai morall yang diyakinil oleh masyarakatl yang 

menjadil sasaran penerapanl aturan ltersebut. Sebuah aturanl hukum yangl 
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efektif adalahl aturan yangl tidak hanyal melarang, tetapil juga memberikanl 

ancaman sanksil bagi tindakanl yang dilarang ltersebut. 

i. Efektivitas atau ketidakefektifan suatu aturan hukum secara umum sangat 

tergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum dapat beroperasi secara 

optimal dan profesional dalam menegakkan berlakunya aturan hukum 

tersebut. Hal ini mencakup segala tahapan, mulai dari proses pembuatannya, 

sosialisasinya, hingga penegakan hukum yang meliputi tahapan penemuan 

hukum dan penerapan terhadap kasus konkret. 

Efektivitasl suatu aturanl hukum secaral umum jugal mensyaratkan adanyal 

standar hidupl sosioekonomi yangl minimal dalaml masyarakat. Selainl itu, 

ketertibanl umum, meskipunl dalam kadarl tertentu, harusl sudah lterjaga. Hal inil 

dikarenakan efektivitasl hukum tidakl dapat terwujudl secara optimall jika 

masyarakatl berada dalaml keadaan kekacauanl atau situasil perang yang lparah.  
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BAB IIIl 

METODE PENELITIANl 

A. Jenis Penelitianl 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara 

langsung di tempat atau lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, 

terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga 

maupun fenomena tertentu. Kemudian penelitian ini disebut dengan penelitian 

field reseach atau penelitian lapangan.52 

Penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif kualitatif, yaitu kajian 

yang berupa ungkapan-ungkapan dari sumber yang diamati, yang kemudian 

disebut dengan paradigma deskriptif-kualitatif.53 Peneliti akan meneliti tentang 

“Implementasi Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Cilacap dalam Membuat Peraturan Daerah”. 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Responden dan informan termasuk ahli yang menjadi narasumber 

merupakan sumber data utama atau sumber data primer.54 Selain itu data 

primer diperoleh dari lapangan atau tempat peristiwa secara langsung. 

Wawancara, kuesioner dan angket merupakan cara yang digunakan untuk 

 
52 Lexy J. Meoleng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 88. 
53 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100. 
54 Muahimin, MetodeePenelitiannHukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 

81 
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memperoleh informasi dari responden, informan.55 Sumber primer dalam 

penulisan skripsi ini adalah Sekretariat Dewan Cilacap Bagian Hukum dan 

Perundang-undangan. 

2. Data Sekunder 

Data yang mendukung atau menunjang data primer disebut dengan 

data sekunder.56 Adalah buku-buku, penelitian yang berbentuk laporan, 

jurnal, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas merupakan macam-macam dari data primer. 

C. Metode Pendekatan 

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh 

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan sesuai dengan realitas yang ada 

atau studi kasus.57 Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan 

penelitian langsung di lokasi, dengan cara melakukan pengamatan (observasi) 

dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh 

gamabaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

D. Teknikl Pengumpulan Datal 

Hal yang yang mutlak ada pada sebuah penelitian adalah data. “Data 

peneltian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut dengan 

pengumpulan data. Menurut Silalahi pengumpulan data adalah suatu proses 

 
55 Ishaq, MetodeePenelitian HukumndannPenulisan Skripsi, Tesis, Serta Diserasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71. 
56 Ishaq, Metode Penelitian: 72. 
57 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31. 
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mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”.58 Adapun metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 

serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Adalah mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang 

telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh 

diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, 

praktisi hukum dalam rangka kajian hukum. Dokumen yang dimaksud 

adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai 

perpustakaan. 

2. Wawancara 

Adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris, yang 

dilakukan dengan cara bertanya kepada responden, informan atau 

narasumber secara langsung. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh 

informasi untuk penelitian.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti, antara lain tentang:59 

 
58 Bachtiar, Metode: 137. 
59 Muhaimin, Metode: 95-96. 



49 

 
 

 
 

a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat 

responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi. 

b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi. 

c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum. 

d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun 

dalam hal terjadi konflik, dan 

e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara secara lisan 

untuk memperoleh data. Kemudian teknik yang digunakan pada wawancara 

adalah teknik semi struktur (semi structure interview), pada teknik ini 

pelaksanaan wawancara relatif lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara dengan menggunakan teknik terstruktur. Dengan memiliki 

tujuan agar menemukan permasalahan lebih terbuka.60 Penulis juga 

mendengarkan dan mencatat secara teliti mengenai apa saja yang 

dikemukakan oleh narasumber. 

3. Observasi 

Dalam penelitian, observasi adalah metode utama pengumpulan 

data. Menurut Nanang Martono, observasi adalah proses pengumpulan 

pengetahuan dengan menggunakan panca indera. Untuk membangun 

hubungan antara kenyataan dan asumsi teoritisnya, peneliti menggunakan 

observasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan menurut Syamsudin 

 
60 Cholid Narbuko, dan Abu Achmedi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 85. 
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mengartikan observasi sebagai proses pengumpulan data penelitian sambil 

menatap langsung pada objek penelitian yang menjadi pokok penelitian. 

Selain itu, Cristensen menjelaskan observasi sebagai proses mempelajari 

suatu fenomena yang diinginkan melalui melihat pola perilaku manusia 

dalam konteks tertentu. Karena apa yang dikatakan dan dilakukan individu 

seringkali tidak sama, observasi sangat penting untuk mempelajari hal-hal 

spesifik tentang mereka.61 Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti 

berada di Sekretariat Dewan Cilacap Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Irawa analisis adalah tahapan yang sifatnya 

mentransformasikan atau mengubah data menjadi suatu informasi. Jadi data 

yang sebelumnya dalam bentuk pencatatan, kemudian data itu ditransformasikan 

supaya memiliki makna.62 Dengan demikian tahapan analisis data adalah 

tahapan yang penting dalam suatu penelitian karena pertanyaan-pertanyaan dari 

suatu penelitian akan terjawab. Adapun model yang digunakan adalah model 

Milles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data mencakup meringkas, menulis bagian yang paling 

penting, memfokuskan pada hal yang paling penting, mencari tema dan pola, 

dan menghasilkan hal-hal yang dianggap tidak perlu. Hasilnya, data telah 

 
61 Bachtiar, Metode: 148. 
62 Bactiar, Metode: 163-164. 
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direduksi untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan 

penulis untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat dibutuhkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah peneliti mereduksi data, diperoleh data valid yang berguna 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah 

memperkenalkan bagian kalimat dalam bentuk paragraf-paragraf. Hasilnya, 

data yang diperoleh disajikan secara lisan dalam bentuk deskripsi-baik 

informasi naratif maupun temuan observasi dan penelitian sehingga dapat 

disajikan dengan baik dan mudah dicari serta dikaji ulang. 

3. Kesimpulan 

Menurut Milles dan Hubermann, tahapan analisis data kualitatif saat 

ini adalah inferensi dan verifikasi. Selama dan setelah proses pengumpulan 

data, ada tiga faktor utama yang saling berhubunga. Dalam penelitian 

kualitatif, temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya merupakan 

kesimpulan. Gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak 

jelas dapat disebut sebagai temuan. 
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BAB IVl 

IMPLEMENTASIl TUGAS DANl WEWENANG 

DEWANl PERWAKILAN RAKYATl DAERAH KABUPATEN CILCAPl 

A. Implementasi lTugas danl Wewenang Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah dil 

Bidang Legislasil 

Penyerahanl sebagian besarl kewenangan daril pemerintah pusatl kepada 

pemerintah dlaerah, telahl menempatkan pemerintahl daerah sebagail garda 

terdepanl dalam pembangunanl nasional. Hall ini bertujuanl untuk menciptakanl 

kemakmuran rakyatl secara adil ldan lmerata. Dalam konteksl tersebut, peran ldan 

dukunganl pemerintah daerahl dalam rangkal pelaksanaan lperundang-undangan 

menjadil sangat lstrategis, terutama dalaml hal penyusunanl peraturan daerahl dan 

peraturanl daerah lainnyal yang sesuail sesuai denganl ketentuan peraturanl 

perundang-undanganl yang lberlaku.63 

Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) 

yang akan dibahas bersama kepala daerah guna memperoleh persetujuan 

bersama. Selain itu, DPRD bertanggung jawab untuk membahas dan menyetujui 

Rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

bersama dengan kepala daerah. DPRD juga melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala 

daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan 

 
63 Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan 

Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum”, Fiat Justita: Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 10, No. 4, Oktober-December 2016, hlm. 607. 
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program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di wilayahnya. 

DPRD berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 

daerah atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 

untuk DPRD provinsi, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 

untuk DPRD kabupaten/kota. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah, DPRD juga diberi tanggung jawab untuk memilih penggantinya. 

Lebihl lanjut, DPRDl memberikan pendapatl dan pertimbahanl kepada 

pemerintahl daerah terkaitl rencana perjanjianl internasional, sertal membertikan 

persetujuanl terhadap rencanal kerja samal internasional yangl akan dilaksanakanl 

oleh pemerintahl daerah. DPRD belrhak memintal laporan keteranganl 

pertanggungjawaban daril kepala daerahl mengenai penyelenggaraanl 

pemerintahan ldaerah; membentuk panitial pengawas pemilihanl kepala dlaerah; 

melakukan lpengawasan, serta memintal laporan daril Komisi Pemilihanl Umum 

Daerahl (KPUD) dalaml rangka penyelenggaraanl pemilihan kepalal daerah; sertal 

memberikan persetujuan lterhadap rencanal kerja samal antar daerahl dan denganl 

pihak ketigal yang berpotensil membebani masyarakatl dan ldaerah. 

Sebagaimana telah dikemukakan, sebagai elemen penyelenggara 

pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 

sejumlah fungsi yang bertujuan untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan 

daerah. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 

fungsi pengawasan. Namun, lebih tepat jika fungsi-fungsi lembaga legislatif di 

daerah ini dikelompokan menjadi tiga, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, 

dan fungsi representasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 
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Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009, yang menegaskan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya melaksanakan 

fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, tetapi juga fungsi 

representasi.64 

Ketentuan dala Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undangl Nomor 23l Tahun 

2014l menyatakan bahwal “Dewan Perwakilanl Rakyat Daerahl (DPRD) memilikil 

fungsi llegislasi, anggaran, danl pengawasan”. Ketentuanl yang serupal mengenai 

fungsil DPRD di tingkatl Provinsi sertal kabupaten/kotal diatur dalaml Pasal 149l 

Ayat (1) yangl juga menyebutkanl bahwa; “DPRDl memiliki fungsil legislasi, 

langgaran, dan lpengawasan”. Hal inil di perkuatl dalam Pasall 2 Ayat (1) Peraturanl 

Pemerintah Nomorl 12 Tahunl 2018. Selanjutnyal dalam Peraturanl Pemerintah 

tersebutl ditegaskan bahwal fungsi legislasil diwujudkan dalaml pembentukan 

peraturanl daerah, fungsil anggaran diwujudkanl dalam pembahasanl dan 

persetujuanl Rancangan Anggaranl Pendapatan danl Belanja Daerahl (RAPBD) 

bersamal dengan kepalal daerah, sertal fungsi pengawasanl yang diwujudkanl 

dalam pengawasanl terhadap pelaksanaanl peraturan daerahl dan lAPBD. Melalui 

fungsil legislasi lini, DPRD sesungguhnyal menempati posisil yang sangatl 

strategis danl terhormat, karenal DPRD berpartisipasil sebagai mitral sejajar 

pemerintahl daerah dalaml menentukan keberlangsunganl dan masal depan 

ldaerah. Hal inil juga harusl dipahami sebagail sebuah amanahl untuk 

memperjuangkanl dan meningkatkanl kesejahteraan lrakyat.65 

 
64 Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan 

Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1 Juni 

2014, hlm. 8. 
65 Arifudin N, “Implementasi Fungsi Legislasi”: hlm. 60. 
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Untuk melaksanakan fungsil legislasi, Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah 

(DPRDl) diberikan tugasl dan wewenangl untuk menyusunl peraturan daerahl 

bersama denganl Kepala lDaerah. DPRD bertanggungl jawab untukl menetapkan 

peraturan-peraturanl daerah yangl bertujuan untukl kepentingan daerahl atau 

untukl melaksanakan peraturanl perundang-undanganl yang lebihl tinggi 

tingkatannyal yang pelaksanaannyal didelegasikan kepadal daerah. DPRDl juga 

memiliki kewenangan untuk membela kepentingan daerah serta masyarakatnya 

di hadapan Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan 

memperhatikan persetujuan dari Kepala Daerah yang bersangkutan.66 

Telahl dikemukakan bahwal DPRD berfungsil sebagai lembagal 

perwakilan rakyatl di tingkatl daerah danl merupakan salahl satu unsurl 

penyelenggaraan pemerintahanl daerah. Posisil DPRD sebagail unsur 

penyelenggaral pemerintahan daerahl menempatkan lembagal ini sejajarl dengan 

pemerintahl daerah. Dalaml kedudukan yangl sejajar ltersebut, DPRD lbersama-

sama denganl Kepala Daerahl melaksanakan berbagail fungsi pemerintahanl 

daerah, yangl mencakup semual urusan sesuail dengan asasl otonomi danl tugas 

lpembantuan. 

Peraturanl Daerah memilikil kedudukan yangl strategis karenal didasarkan 

padal landasan konstitusionall yang ljelas, sebagaimana diaturl dalam Pasall 18 

ayatl (6) Undang-Undangl Dasar Republikl Indonesia Tahunl 1945. Peraturanl 

Daerah memiliki lbeberapa flungsi, diantaranya sebagail instrumen kebijakanl 

untuk melaksanakanl otonomi daerahl serta tugasl pembantuan sesuail dengan 

 
66 Asmawi, “Dewan Perwakilan”, hlm. 9. 
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amanatl Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah berfungsi 

sebagai wadah untuk menampung kekhususanl dan keragamanl daerah sertal 

sebagai saluranl aspirasi masyarakatl setempat. Namunl demikian, pengaturannyal 

tetap beradal dalam kerangkal Negara Kesatuanl Republik Indonesial yang 

berlandaskanl Pancasila danl Undang-Undangl Dasar l1945, serta berfungsul 

sebagai peraturanl pelaksanaan daril peraturan lperundang-undangan yangl lebih 

ltinggi. 

Pentingnyal Peraturan Daerahl dalam kerangkal sisteml perundang-

undangan nasionall merupakan sebuahl justifikasi terhadapl keberadaan perdal 

yang tidakl terpisahkan daril hierarki peraturanl perundang-undangan. Dalaml hal 

lini, posisi Perturanl Daerah dil bawah UUDl 1945, Undang-Undang/Peraturanl 

Pemerintah Penggantil Undang-Undangl (Perpu), Peraturanl Pemerintah sertal 

Peraturan lPresiden. Oleh karenal itu, dapatl dikemukakan bahwal hakikat 

Peraturanl Daerah lKabupaten/Kota sebagail bagian daril sistem lperundang-

undangan nasionall secara substansiall menempatkannya sebagail penjabaran 

yangl lebih rincil dari peraturanl perundang-undanganl yang lebih ltinggi.67 

Sebagaimana telah dipahami, tata urutan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang hingga dengan tingkat pemerintah 

daerah/kota. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

 
67 Amira Kenap, dkk, “Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi 

Peraturan Daerah”, Lex Administratum, Vol. IX, No. 3, Apr. 2021, hlm. 79 
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menyebutkan bahwa urutan peraturan Perundang-undangan mencakup Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian, setiap pemerintah daerah berwenang untuk 

menetapkan peraturan daerah masing-masing. Pembentukan peraturan daerah 

tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 yang kemudian telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten68 

dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten. 

Penyusunan Propemperda mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi 

vertikal terkait sebagaimana dimaksud yakni instansi vertikal dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi 

vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan. Hasil 

penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud diajukan oleh perangkat 

daerah yang membidangi hukum kabupaten kepada gubernur melalui sekretaris 

daerah kabupaten.69 

 
68 Terhadap nomenklatur pada awalnya adalah “provinsi” yang kemudian diganti oleh 

penulis untuk menyesuaikan konteks pembahasan yakni kabupaten. 
69 Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 



58 

 

 

 

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan 

Pemerintah Daerah kabupaten kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD 

kabupaten. Adapun tata cara dalam penyusunan Propemperda di lingkungan 

DPRD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Propemperda Kabupaten di 

lingkungan DPRD Kabupaten dikoordinasikan dengan Bapemperda yang diatur 

melalui Peraturan DPRD Kabupaten.70 

Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD 

kabupaten dan bupati. Penyusunan Propemperda Kabupaten didasarkan atas 

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana 

pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu, 

aspirasi masyarakat daerah. Penyusunan Propemperda kabupaten memuat daftar 

urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan prioritas 

pembentukan Perda Kabupaten, penyusunan dan penetapan Propemperda 

dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum Kabupaten atau dengan nama 

lainnya. Penyusunan Propemperda dilakukan setiap lima tahun sebelum 

penetapan rancangan perda tentang APBD Kabupaten. Penyusunan dan 

penetapan Propemperda dilakukan berdasarkan pertimbangan realisasi setiap 

tahunnya dengan penambahan paling banyak dua puluh lima persen dari jumlah 

Raperda yang ditetapkan di tahun sebelumnya.71 

 
70 Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
71 Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
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Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten antara DPRD Kabupaten dan 

Bupati disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat 

paripurna DPRD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD 

Kabupaten. Dalam Propemperda diatur mengenai daftar kumulatif yang terdiri 

dari akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. DPRD Kabupaten dan Bupati 

dapat mengajukan Raperda di luar Propompeda dengan syarat sebagai berikut: 

1. Dalam keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan luar biasa. 

2. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain 

3. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi suatu 

Raperda dapat disetujui 

4. Dihapus 

5. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah 

propemperda ditetapkan.72 

1. Penyusunan 

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda 

atau nama lainnya berdasarkan Propemperda.73 Untuk penyusunan rancangan 

perda dapat berasal dari DPRD ataupun Kepala Daerah.74 Bagi pemrakarsa 

peraturan daerah dalam rancangannya mempersiapkan penjelasan atau 

 
72 Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
73 Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
74 Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
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keterangan dan/atau naskah akademik. Apabila pemrakarsa rancangan 

peraturan daerah berasal dari kepala daerah, maka penyusunan naskah 

akademik berasal dari perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah 

yang membidangi hukum kabupaten. Dan untuk penyusunan rancangan 

peraturan daerah yang berasal dari DPRD, maka penyusunan penjelasan atau 

keterangan dan/atau naskah akademik berasal dari anggota DPRD, Komisi, 

gabungan Komisi atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. 

Dalam proses pemrakarsa penyusunan naskah akademik 

mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan 

diatur dalam rancangan perda provinsi. Untuk penjelasan atau keterangan 

paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.75 

Perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten melakukan 

penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari 

perangkat daerah kabupaten. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika 

dan materi muatan naskah akademik rancangan perda kabupaten. 

Penyelarasan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Perangkat daerah 

yang membidangi hukum provinsi melalui sekretariat daerah kabupaten 

menyampaikan kembali naskah akademik rancangan peraturan daerah 

 
75 Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
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kabupaten yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah 

kabupaten disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. 

Bupati memerintahkan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa 

untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda 

Kabupaten. Dalam menyusun rancangan perda kabupaten, bupati membentuk 

tim penyusunan rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan 

keputusan bupati. Untuk keanggotaan tim penyusun terdiri dari bupati, 

sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah yang 

membidangi hukum kabupaten, perangkat daerah terkait, perancang 

peraturan perundang-undangan. Bupati dapat mengikutsertakan instansi 

vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. 

Tim penyusun dipimpin oleh ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah 

pemrakarsa.76 

2. Pembahasan 

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari bupati disampaikan 

dengan surat pengantar bupati kepada pimpinan DPRD Kabupaten.77 Surat 

pengantar gubernur memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran 

yang ingin diwujudkan dan materi pokok yang diatur, yang menggambarkan 

keseluruhan substansi rancangan perda kabupaten. Dalam hal rancangan 

 
76 Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
77 Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
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perda berasal dari bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah 

akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda kabupaten.78 

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD Kabupaten 

disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Kabupaten kepada 

bupati.79 Surat pengantar pimpinan DPRD Kabupaten paling sedikit memuat 

latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan 

materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi 

rancangan perda kabupaten.80 

Pembicaraan tingkat I meliputi dalam rancangan perda kabupaten 

berasal dari bupati dengan penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai 

rancangan perda, pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda dan 

tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi. 

Dalam hal rancangan perda kabupaten berasal dari DPRD dilakukan dengan 

penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan 

Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai 

rancangan perda kabupaten. Pendapat gubernur terhadap rancangan perda 

kabupaten, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati. 

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang 

dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk 

 
78 Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
79 Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
80 Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
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mewakilinya. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia 

khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk 

untuk mewakilinya.81 

Pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam rapat 

paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan 

gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan 

hasil pembahasan. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh 

pimpinan rapat paripurna. Pendapat akhir bupati.82 

3. Penetapan 

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri 

Dalam Negeri kepada bupati untuk perda kabupaten/kota untuk dilakukan 

penetapan dan pengundangan.83 

4. Pengundangan 

Pengundangan perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam 

lebaran daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah 

daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda 

sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.84 Tambahan lembaran 

 
81 Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
82 Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
83 Pasal 107 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 
84 Pasal 121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 
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daerah memuat penjelasan perda. Tambahan lembaran daerah dicantumkan 

nomor tambahan lembaran daerah. Tambahan lembaran daerah ditetapkan 

bersamaan dengan pengundangan perda. Nomor tambahan lembaran daerah 

merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.85 

Berkenaan praktik yang terjadi di DPRD Kabupaten Cilacap dalam 

proses perencana pembentukan peraturan daerah telah menyelaraskan dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. 

Rancangan perda kabupaten yang berasal dari DPRD Kabupaten dapat 

diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten, komisi, gabungan komisi, atau 

Bapemperda berdasarkan Propemperda Kabupaten. Selanjutnya disampaikan 

secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten disertai penjelasan atau 

keterangan dan/atau naskah akademik. Adapun isi dari penjelasan yakni pokok 

pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, tanda tangan pengusul. 

Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang 

berisikan latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, 

pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan dan 

arah pengaturan. Untuk penyampaian Raperda diberikan nomor pokok oleh 

sekretariat DPRD. 

 
85 Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah. 
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Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan Raperda kepada 

Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Tujuan dari pengkajian tersebut yakni 

untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda 

kabupaten. Kemudian Bapemperda menyampaikan hasil kajian Raperda kepada 

pimpinan DPRD Kabupaten. Penyampaian hasil kajian dilakukan oleh 

Bapemperda di rapat paripurna DPRD Kabupaten, menyampaikan hasil kajian 

kepada anggota DPRD Kabupaten dalam jangka waktu tujuh hari sebelum rapat 

paripurna di DPRD Kabupaten. Pada saat rapat paripurna ada beberapa hal yang 

disampaikan yakni penjelasan dari pengusul, fraksi dan anggota DPRD 

Kabupaten memberikan pandangan, pengusul memberikan jawaban atas 

pandangan fraksi dan anggota DPRD Kabupaten lainnya. 

Pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten memutuskan usul Raperda 

kabupaten berupa persetujuan, persetujuan dengan pengubahan dan penolakan. 

Untuk persetujuan dengan perubahan pimpinan DPRD Kabupaten menugaskan 

komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus yang 

menyempurnakan rancangan perda kabupaten. Penyempurnaan nantinya 

disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD. 

Secara implementatif dalam pembentukan peraturan daerah yang 

dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Namun, dalam pembentukan Raperda ada beberapa hal 

kendala yang terjadi yakni menunggunya nomor registrasi yang dikeluarkan oleh 

biro hukum provinsi. Nomor registrasi ini merupakan keharusan yang diajukan 

oleh sekretariat daerah kabupaten kepada biro hukum provinsi. 
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B. Efektivitas Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk menetapkan 

arah dan kebijakan pembangunan daerah serta menyediakan fasilitas pendukung 

yang diperlukan.86 Pemerintah daerah secara yuridis memiliki hak untuk 

menetapkan Peratuan Daerah (Perda) dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta 

daya saing daerah. Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya 

mengelola urusanl pemerintahan tersebutl berdasarkan asasl otonomi danl tugas 

lpembantuan. Sesuai denganl sistem normal hukum yangl dianut dil Indonesia, 

setiapl produk lperundang-undangan tidakl boleh bertentanganl dengan peraturanl 

perundang-undanganl yang lebih ltinggi.87 

Proses pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD 

Cilacap tidak selali berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang 

ternyata menghambat pelaksanaannya. Salah satu penyebab adanya 

keterlambatan dari pembentukan peraturan daerah yakni pendaftaran nomor 

registrasi yang dilakukan oleh sekretariat daerah melalui bidang hukum kepada 

biro hukum provinsi, filterisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, adanya 

 
86 Muhammadl Suharjono, “Pembentukanl Peraturan Daerahl yang Responsifl dalam 

Mendukungl Otonomi lDaerah”, Jurnal Ilmul Hukum, lVol. 10, lNo. 19, Feburaril 2014, hlm. l23. 
87 Achmadudin lRajab, “Penguatanl Fungsi Legislasil DPRD lKabupaten/Kota”, Jurnall 

Rechtsvindingl Media Pembinaanl Hukum lNasional, hlm. l2. 
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penyesuaian jadwal dengan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat.88 

Nomor register, atau yang sering disebut juga dengan noreg merupakan 

pemberian nomor bertujuan untuk pengawasanl dan ketertibanl administrasi, 

gunal mengetahui jumlahl rancangan perdal yang dikeluarkanl pemerintah daerahl 

sebelum dilakukannyal penetapan danl pengundangan. Nomorl regristasi dibagil 

menjadi dual yakni nomorl register untukl rancangan Peraturanl Daerah yangl 

dievaluasi danl nomor registerl untuk rancanganl Peraturan lDaerah.89 

Apabila Gubernurl menyatakan hasill evaluasi rancanganl perda, danl 

rancangan tersebutl sesuai denganl ketentuan peraturanl perundang-undanganl 

yang lebihl tinggi ldan/atau lkepentingan lumum, maka noregakan diberikan.  

Sebaliknya, jika gubernurl menyatakan bahwal hasil evaluasil rancangan perdal 

tidak sesuail dengan ketentuanl perundang-undanganl yang lebihl tinggi dan/ataul 

kepntingan lumum, maka lbupati/walikota bersamal DPRD harusl melakukan 

penyempurnaanl paling lambatl dalam jangkal waktu tujuhl hari terhitungl sejak 

hasill evaluasi lditerima.90 

Setelahl penyempurnaan terhadap rancangan lperaturan ldaerah, 

bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur. Rancangan l 

peraturan daerahl yang telahl memperoleh noreg kemudian ditetapkanl pleh 

 
88 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
89 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
90 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
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kepalal daerah denganl menandatangani dokumen tersebut dalaml waktu palingl 

lambat tigal puluh lhari.91 

Pemberian Nomor Regristasi bertujuan untuk menyelaraskan peraturan 

daerah dengan peraturanl perundang-undanganl yang lebihl tinggi sertal 

kepentiangan lumum. Meskipun pemberianl noreg memilikil tujuan positif, pada 

kenyataanya, proses ini setingkali mengakibatkan terhambarnya penetapan dan 

pengundangan suatu Raperda, yang dapat menuimbulkan ketidak pastian huku, 

keadilan, dan kemanfaatan.92 

Maka dari itu efektivitas hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

perlu diperhatikan kembali, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak 

terkendala oleh permasalahan seperti yang disebutkan di atas. Efektivitas hukum 

sendiri dapat dipahami sebagai suatul kegiatan yangl mengungkapkan suatul 

strategi dalal perumusan masalahl yang bersifatl umum, yaitul suatu perbandinganl 

antara realitasl hukum danl ideal lhukum. Secara lkhusus, terdapat sebuahl jenjang 

yangl menghubungkan hukuml dengan tindakanl (law in laction) denganl hukum 

dalaml teori (lawl ini theoryl), dengan katal lain kegiatanl ini akanl memperlihatkan 

kaitanl antara lawl in actionl dan lawl ini ltheory.93 Pelaksanaan hukum dalam 

masyarakat diharapkan dapat berlangsung seseuai dengan fungsinya, yaitu untuk 

mewujudkan ketetiban yang adil. 

Menurut Soerjono Soekanto, ketika seseorang menyatakan bahawa suati 

kaidahl hukum berhasill atau gagall dalaml mencapai ltujuannya, penilaian tersbut 

 
91 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
92 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
93 lDjaenab, “Efektifitasl dan Berfungsinyal Hukum dalaml Masyarakat”, Ash-Shahabahl 

Jurnal Pendidikanl dan Studil Islam, lVol. 4, lNo. 2, Juli l2018, hlm. l149. 
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umumnya diatur berdasrrkan sejauh mana kaidah tersbut mampu mempengaruhi 

serta mengaturl sikap, ltindakan, atau perilakul tertentu sehinggal dapat 

disesuaikanl dengan tujuanl yang telah ditetapkan.94 Pernyataan tersebut pada 

dasarnya menunjukan bahwa penerapan hukum merupakan upaya untuk 

mewujudkan hukum dalam bentuk perilaku atau tindakan. Selain itum dalam 

konteks efektivitasl hukum, pernyataanl kaidah hukuml dapat merujukl pada 

hukuml substantif (hukuml materil), sertal hukum prosedurall (hukum formall). 

Menurutl Soerjono lSoekanto, efektivitas hukuml ditentukan olehl lima 

faktorl utama. lPertama, faktor hukuml itu lsendiri, yang mencakupl undang-

undangl yang lberlaku. Keduam faktorl penegak lhukum, individu ataul lembaaga 

yangl bertanggung jawabl dalam pembentukanl penerapan lhukum. Ketiga, faktorl 

sarana danl fasilitas yangl mendukung penegakanl hukum. lKeempat, faktor 

lmasyarakat, yang merujukl pada lingkunganl di manal hukum tersebutl diterapkan. 

lTerakhir, faktor lkebudayaan, yang merupakanl hasil lkarya, cipta danl rasa yangl 

berlandaskanl pada lkarsa.95 

a. Faktor Hukuml 

Isul hukum yangl paling seringl muncul dalaml konteks faktorl hukum 

inil adalah antagonismel antara kepastianl hukum danl keadilan. Hall ini 

disebabkanl oleh sifatl keadilan yangl pada dasarnyal merupakan suatul konsep 

yangl bersifat labstrak, sementara kepastianl hukum merupakanl suatu prosedurl 

yangl telah ditentukanl secara lnormatif. Maka dari itu mengenai pengajuan 

 
94 lDjaenab, “Efektifitasl dan lBerfungsinya Hukum dalam Masyarakat”: hlm. l149. 
95 Rial Ayu lNovita, dkk, “Efektivitasl Pelaksanaan lUndang-Undang Nomorl 2 Tahunl 

1960 tentangl Perjanjian Hasill Tanah Pertanianl (Tanah Keringl) di Desal Bringin, Kecamatanl 

Bayan, Kabupatenl Purworejo”, Diponegorol Law lJournal, Vol. l6, No. 2, 2025, hlm. l4. 
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dan pemberian noreg perlu diperhatikan kembali, hal ini berhubungan dengan 

penetapan dan pengundangan suatu raperda menjadi perda. Apabila prosesi 

pengajuan dan pemberian noreg terlalu lama dapat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum. Maka dari itu perlu dicantumkannya batasan waktu 

untuk pengajuan dan pemberian noreg.96 

b. Faktorl Penegak Hukuml 

Fungsil suatu hukuml sangat dipengaruhil oleh faktorl mentalitas ataul 

kepribadian daril para penegakl hukum. Apabilal hukum yangl telah 

dirumuskanl sudah lbaik, maka padal tataran implementasinyal akan ditentukanl 

oleh sikapl dan perilakul paral penegak lhukum. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam konteks penegakan hukum, penting 

untuk menegaskan bahwa menjalankan keadilan tanpa disertai kebenaran 

merupakan suatu bentuk kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, penegakan 

kebenaran yang tidak didukung oleh kejujuran dapat dianggap sebagai 

lkemunafikan. Oleh karenal itu, dalaml kerangka penegakanl hukum olehl setiap 

lembagal penegak lhukum, keadilan danl kebenaran harusl dinyatakan denganl 

tegas, terasal serta terlihatl secara lnyata, dan diaktualisasikanl dalam lpraktik. 

Penegakanl hukum terkaitl dengan lpihak-pihak yangl terlibat dalam 

pembentukan serta menerapkan hukum (law enforcement). Komponen-

komponen dalam penegakan hukum mencakup aparaturl penegak hukuml 

yang bertugasl untuk memberikanl kepastian, keadilanl dan kemanfaatanl 

hukuml secara lproporsional. Selain itu, hal ini juga merujuk kepada para 

 
96 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB. 
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pembuat peraturan, yang dimaksudkan agar dalam proses penyusunan aturan 

dapat memberikan kejelasan. Dengan semikian, diharapkan tidak terjadi 

keterlambatan dalam pengajuan dan pemberian nomir regristasi (Noreg). 

c. Faktorl Sarana danl Fasilitas Hukuml 

Fasilitasl pendukung dapatl didefinisikan secaral sederhana sebagail 

saran yangl diperlukan untukl mencapai tujuanl tetentu. Ruangl lingkup 

fasilitasl pendukung inil terutama mencakupl sarana fisikl yang berfungsil 

sebagai faktorl pendukung dalaml pelaksanaan lkegitan. Fasilitas pendukungl 

yang terstrukturl dengan lbaik, peralatan yangl cukup, sertal sumber keuanganl 

yang lmamadai, dan llain-lain. Selain ketersediaanl fasilitas, pemeliharaanl juga 

memilikil peran yangl sangat pentungl untuk menjaminl keberlanjutan lfungsi-

fungsi ltersebut. 

Konsisi ini sering kali terjadi di mana suatu peraturan telah 

diimplementasikan, namun fasilitas yang mendukungnya belum tersedua 

secara lengkap. Kondisi demikian dapat mengakibatkan hambatan yang 

berarti. Contohnya, keberaddan nomor regristasi seharusnya tidak menjadi 

penghalang bagi suatu rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan dan 

diundangkan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak akan 

adanya basis data yang handal terkait peraturan perundang-undangan, 

sehingga proses dapat berlangsung lebih efisien.97 

d. Faktorl Masyarakatl 

 
97 Hasil Wawancara pada tanggal 26 Februari 2025, pukul 13.14 WIB 
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Salahl satu faktorl yang memengaruhil efektivitas suatul peraturan 

adalahl masyarakat. Yangl dimaksud dil sini adalahl kesadaran masyarakatl 

untuk mematuhil peraturan lperundang-undangan, yangl sering kalil disebut 

sebagail derajat lkepatuhan. Derajat kepatuhanl hanya dapatl diukur jikal 

masyarakat telahl memiliki pengetahuanl mengenai lhukum. Apabila suatul 

peraturan lperundang-undangan telahl diundangkan danl diterbitkan sesuail 

dengan prosedurl yang sahl dan lresmi, maka secaral yuridis, peraturanl tersebut 

dinyatakanl berlaku. lSelanjutnya, muncul asumsil bahwa setiapl warga 

masyarakatl dianggap mengetahuil adanya lundang-undang ltersebut. Namun, 

asumsil ini tidak sepenuhnyal mencerminkan kondisil yang lsebenarnya. 

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan 

masyarakat. Masyarakat memilikil peranan yangl sangat pentingl dalam prosesl 

penegakan lhukum. Apabila masyarakatl merasa bahwa ketentuan yang 

terdapat dalam hukum telahl diterapkan denganl baik, makal akan semakinl 

efektif pula upaya penegakan hukum tersebut. Peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap hukum akan berdampak positif terhadap keberlakuan 

hukum di dalam kehidupan sosial lmasyarakat. 

e. Faktorl Kebudayaanl 

Faktorl kebudayaan yangl secara intrinsikl terintgrasi denganl faktor 

masyarakatl sengaha dibedakanl dalam diskursusl ini. Hal inil dilakukan karenal 

fokus pembahasanl adalah padal sistem nilai-nilail yang merupakanl inti daril 

kebudayaanl spiritual ataupunl nonmaterial. Perbedaanl ini lpenting, mengingat 

bahwal sebagai suatil sistem (ataul subsistem daril sistem kemasyarakatanl), 
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hukum mencakupl struktur, lsubstansi, dan lkebudayaan. Struktur mencakupl 

wadah ataul bentuk daril sistem ltersebut, misalnya meliputil tatanan llembaga-

lembaga hukuml formal, hubunganl antar llembaga, hak-hakl dan lkewajiban, 

serta aspekl lainnya. Hukuml meiliki pengaruhl baik secaral langsung maupunl 

tidak langsungl dalam mendorongl terjadinyal perubahan lsosial. 

Cara-caral untuk memengaruhil masyarakat denganl pendekatan yangl 

terencana danl teratur disebutl sebagai sociall engineering ataul social 

lplanning. Agar hukuml dapat lbenar-benar dapatl memengaruhil perilaku 

lmasyarakat, sangat penting untuk menyebarluaskan hukum tersebut sehingga 

dapat melembaga di dalam struktur sosial. Eksistensil alat-alatl komunikasi 

tertentul merupakan salahl satu syaratl bagi penyebaranl dan pelembagaanl 

hukum. Prosesl komukiasi hukuml tersebut dapatl dilakukan secaral formal, 

yaitul melalui suatul tata caral yang teroganisasil dan bersifat lresmi.  

Soerjonol Soekanto menegaskanl bahwa kebudayaanl memiliki fungsil 

yang sangatl penting bagil individu danl masyarakat. Kebudayaanl berperan 

dalaml mengatur perilakul manusia, sehinggal mereka dapatl memahami 

bagaimanal seharusnya lbertindak, berbuat, sertal menentukan sikapl dalam 

berinteraksil dengan orangl lain. Semakinl baik kualitasl kebudayaan suatul 

masyarakat, makal semakin baikl pula penerapanl hukum yangl akan 

dilaksanakanl di tengah-tengahl masyarakat ltersebut. 
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BAB Vl 

PENUTUPl 

A. Kesimpulanl 

Berdasarkanl uraian dil atas makal dapat disimpulkanl terhadap apal yang 

telah ldijelaskan: 

1. DPRD Cilacap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

pembentukan produk hukum daerah telah menyesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Nomor 80 Tahun 2021. Walaupun sudah menyesuaikan ada beberapa kendala 

seperti perlu menunggu nomor register rancangan peraturan daerah. 

2. Berkaitan dengan efektivitas hukum dalam pembentukan peraturan daerah 

setelah melakukan hasil wawancara dan menelaah mengenai proses 

pemebentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat daerah, maka telah efektif sesuai dengan tahapan 

yang telah ada, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, 

pengundangan, dan penyebarluasan. Namun pada tahap penetapan 

mengalami kendala dalam beberapa hal seperti kurangnya fasilitas yang 

memenuhi dalam prosesnya, terdapat tahapan yang menyebabkan batalnya 

peraturan daerah yang sedang diporses dan yang paling berpengaruh adalah 

pada nomor register yang mana nomor register perlu mendapatkan 

persetujuan. Hal ini berkaitan dengan faktor hukumnya sendiri yakni belum 

adanya aturan yang jelas, faktor penegak hukum dalam hal ini pembuat 

hukum, faktor sarana dan prasarana dalam hal perlu adanya database terhadap 
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peraturan perundang-undangan yang memadai, faktor masyarakat yakni 

sumber daya manusia, dan faktor kebudayaan. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlu adanya 

peningkatan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membengaruhi 

efektivitas hukum tersebut. Keseluruhan praktik ini, jika dilakukan secara 

konsisten makan akan mewujudkan efisiensi dalam pembuatan peraturan daerah. 

Penjelasan terhadap pemberian nomor register, supaya dalam pembentukan 

peraturan daerah tidak terhambat dikarenakan menunggu nomor register. Maka 

dari itu perlu adanya revisi terhadap peraturannya.
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